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Skripsi ini membahas mengenal penggabungan pemeriksaan perkara gugatan
class action yang terjadi di (2) dua Pengadilan Negeri yang berbeda kompetensi
relatifnya, studi kasus Class Action Telkomsel. Metode penelitian yang digunakan
adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah
metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar Pemerintah membentuk
suatu Undang-undang yang secara rinci dan jelas mengatur mengenai acara
pengajuan gugatan secara class action yang dapat mengakomodir kepentingan
para pencari keadilan dalam perkara yang melibatkan orang banyak, sebagai
pengganti dan/atau pelengkap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat
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ini yatu PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan
Kelompok.

Katakunci:

Gugatan, class action, penggabungan perkara

% oo
i zlass Action Lawsuit Investigation
008/PN.Jkt.Pst which Investigated in

ava rict Court with Class Action Lawsuit
g2 on, © Number  480/Pdt.G/2007/PN.Tng ~ which
-\_ el "in Tangerang District Court About Mobile
lar Service User (Class Action Telkomsel)

The focus of this study is about the annexation of class action lawsuit
investigation that happens in (2) two District Court which different in relative
competence, Class Action Telkomsel case study. This is a juridicia normative
research, and it will be analyzed qualitatively. The result of this research is to
suggest government to create a specific and arranged rule about submission
accusation agenda, according to class action which could accommodate the justice
finder in lawsuit that involve so many people, as the substitute and compliment of
law regulation which happen nowadays that is PERMA no. 1 year of 2002 about
Submission Delegation of Group Agenda.
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BAB 1

PENDAHULUAN

<
1.1. Latar Belakang Masalah \
Manusia merupakan subjek hukum yang r&ﬁ kewajiban. Hak

dan kewajiban tersebut harus diindahkan d pergaulan kehidupan bermasyarakat,
agar tercapal tujuan ketertiban, kedamaian ilan. Perjstiwa hukum dapat
berlangsung secara norma dan tanp gket un el aksanaannya

Kewajiban y itmbul kan sengketa.*

seringkali terjadi pelanggaran hak d va

Pelanggaran hukum ti a orang-perorangan sgja,
namun juga dapat ter]
Seperti  pelanggar

masyarakat

g dalam jumlah yang besar.

Pihak yang dilanggar haknya harus dilindungi oleh hukum. Sesuai dengan sifat

sistem hukum yang ageg atau konsisten, hukum harus mampu menyelesaikan
permasal ahan-permasal ahan yang timbul melalui sistem hukum pula.?

! sudikno Mertokusumo (&), Penemuan Hukum, (Y ogyakarta: Penerbit Liberty,2003), him.

R (b) , Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Y ogyakarta: Penerbit Liberty,2003),

1 Universitas Indonesia
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Dalam rangka penegakan hukum, hukum harus mampu menyediakan sarana
yang cukup memadal bagi pihak yang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran
hak dan/atau kewajiban oleh pihak lain. Salah satu sarana yang dapat mengayomi
kepentingan masyarakat banyak adalah gugatan perwakilan kelompok atau class

action.

Dewasa ini, banyaknya kasus class action yang digjukan
kelompok disebabkan karena kebijakan yang diambil oIehQ

pusat dan daerah banyak merugikan masyarakat |uas peristiwa-
peristiwa, kegiatan-kegiatan yang bisa menim % hukum dan
merugikan secara serentak atau sekaligus d assal terh orang banyak dinilai
sebagal sebuah tindakan melawan hukum ibatkan oleh lalai (negligence)
terhadap kewajiban pemerintah dalam pelayanan b||k service). Seiring
dengan perkembangan jaman dan berbagal pr m di Indonesia,

berbagai upaya terus dilakukar &rakat Ifdonesia/ untuk mendapatkan
jak gdmerugikan rakyat.* Hal ini
kemudian direspon el k masyarakat dengan cara

melakukan class ac

a hukom. ¢ acti@an lembaga yang baru dalam wacana

ut sudah dikena lama di negara-negara
0 law.” Ditinjau dari sejarahnya Indonesia tidak

t sisstem hukum common law, karena hukum-

* E. Sundari, Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Sudi Perbandingan &
Penerapannya di Indonesia), (Y ogyakarta: Universitas Atma Jaya Y ogyakarta, 2002), him. 6.

* Ibid., him. 9.

® Ibid., him. 7.

Universitas Indonesia
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Prosedur class action merupakan salah satu prosedur pengajuan gugatan ke
pengadilan, atas pelanggaran hak-hak atau kepentingan suatu kelompok atau
masyarakat |uas. Berdasarkan hal tersebut, maka prosedur class action banyak
dipergunakan dalam penegakan hak-hak atau kepentingan suatu kelompok

masyarakat luas.® Sehingga meskipun class action lahir dari sistem hukum common

law, namun kebutuhan akan prosedur class action dapat dik merupakan
kebutuhan universal bagi masyarakat di negara-negara yang ang giat-
giatnya mel akukan pembangunan, terutama pembangunan di I dengan
segala aksesnya.

Class action merupakan gugatan berisi tutan melalui proses
pengadilan yang digjukan oleh satu atau orang yang bertindak sebagai
wakil kelompok (class represental , perwaki k itu bertindak

mengajukan gugatan tidak hanya un

asnamam I sekaligus untuk

I@tanpa kan surat kuasa dari

‘ ugat sebut, tidak perlu disebutkan

secara individual satu Nt t mpok yang diwakili.” Pada

dasarnya gugatan c % i tuk memperjuangkan kepentingan

para pengg I u% akili kepentingan puluhan, ratusan,
r

ribuan_bahk

jutaan g lai

®bid. him. 87.
" M. YahyaHarahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 139.

® Mas Achmad Santosa, Manfaat, Refleksi, dan Komparasi Class Action, (Jakarta: ICEL,
1997), him. 4.

Universitas Indonesia
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Class Action dalam hukum positif di Indonesia baru mulai dikenal sgak
diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup®,
kemudian dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen'®, UU No.
41 Tahun 1999 tentang K ehutanan™, dan lebih lanjut dalam UU No. 18 Tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi*2. Namun pengaturan class action hanya terbatas dan diatur
dalam beberapa pasal sgja. Selain itu keempat UU tersebut tidak gatur secara
rinci mengena prosedur dan acara dalam gugatan per\@kil

action). Sebelum tahun 2002, gugatan secara class action u ya dilakokan tanpa
adanya mekanisme pemberitahuan bagi anggota pok. dan '

dari anggota kelompok. Gugatan secara class action di melalui prosedur

yang sama dengan gugatan perdata biasa. entuan yang Secara khusus mengenai
acara dan prosedur class action baru diatur padg tahun 2002 dengan dikel uarkannya
PERMA No. | Tahun 2002 tentang AcaraGugatan akil ok. 13

Dalam Pasal 2 PERMA No. { (@2 tent ugatan Perwakilan
gugatan ai@ﬁlapat digjukan dengan

<

atau class action apabila

R

0
QN
Q

12 Indonesia (d), Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, LN. No.
30 Tahun 1999, TLN. No. 3298.

¥ Nyoman Nurjaya, “Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Class
Action)” ,<http://blogmanifest.wordpress.com/2008/01/03/gugatan-perwakil an-kel ompok-masyarakat-

class-action/>, 1 April 2009.

Universitas Indonesia

Penggabungan pemeriksaan..., Farah Primadini, FH Ul, 2009



Pasal 2

Gugatan dapat digjukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan
Kelompok apabila:

a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga ti ektif dan

efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri sama-
sama dalam satu gugatan; x'
d

b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa %" hukum yang
digunakan yang bersifat substansial, serta terdap jenis tuntutan di

antarawakil kelompok dengan angg elompokny.

c. Wakil kelompok memiliki kejujuran ngguhan. untuk melindungi
kepentingan anggota kel ompo%iwak' linyg; ™

gotakelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan
%ritahuan;

\s ompok bak wakil kelompok maupun anggota
teridentifikass  maupun  tidak teridentifikass  yang

kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan
kerugian yang berbeda;

14

Indonesia (), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Acara Gugatan
Perwakilan Kelompok, PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, psl.
2.

Universitas Indonesia
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f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan
rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti
kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang
pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian
ganti kerugian.™

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, class action agal  suatu

prosedur dalam mengajukan gugatan keperdataan lebih<dik a yang
menganut sistem hukum common law.*® Negara-negara lai ut sistem
hukum civil law seperti Indonesia kemudian men | ke pstem hukum di

negaranya masing-masing. Indonesia telah mengadops priasip-prinsip gugatan class
action melalui beberapa peraturan perundang- gan sepertt UU No. 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan LingkunganMidup™ MU No. 8 T 99 Perlindungan

du
Konsumen'® dan UU No. 41 Tah tentang K%@ Proses adopsi
yda |

prosedur class action terseb an masalah dalam
% an class action tersebut
: adalah hukum acara perdata

praktiknya, karena peratura

menentukan bahwa hu

ah Het Herziene Indonesisch

t eIijk Rechtsvordering (RBg), padahal
) SN )€

O
S

E. Sundari, LocCit.
¥ Indonesia (a), Loc.Cit.

18 Indonesia (b), Loc.Cit.
¥ Indonesia(c), Loc.Cit.

Emerson Y untho, “Class Action Sebuah
Pengantar” ,<http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Mekanisme _Class Action.pdf>, 1 April 20009.

Universitas Indonesia
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beberapa putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang
menggunakan prosedur class action.

Salah satu permasal ahan yang timbul akibat tidak adanya ketentuan mengenal
prosedur class action adalah kasus penggabungan pemeriksaan perkara gugatan class
action yang terjadi antara penggugat perkara yang diperiksa pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang sehubungan gan sengketa

perlindungan konsumen pengguna jasa layanan berger% =‘ Action

Telkomsdl).
Ketentuan mengenal penggabungan perkar gat er

(class action) tidak diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2t g Acara Gugatan
Perwakilan Kelompok, sehingga sampai ini belum dasar hukum yang

kelompok

mengaturnya (legal basis). Sementara salah ‘safu huku enyatakan bahwa

Pengadilan serta Maelis Hakim tidak men dengan aasan
tidak atau belum adanya perat %@dmg gatur.?* Selain itu,
penggabungan perkara, dalam i ungkan 2) kelompok penggugat
menjadi hanya satu (1) kelo %gat P %yang diperiksa dan diadili
di dua (2) Pengadil g ko  relatifnya berbeda, pada kasus
gugatan perwakils ' S j ertama kali ditemukan pada kasus
perlindunga ) ' anan bergerak seluler (Class Action
Te [ %teﬂaﬂk untuk menjadikan topik ini dalam
p

Pokok-pokok masalah yang menjadi dasar bagi penulis untuk membahas
topik di dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Bagaimana ketentuan mengenai penggabungan pemeriksaan perkara

gugatan class action yang diperiksa dan diadili di dua (2) Pengadilan

?! sudikno Mertokusumo (a), Op.Cit., him. 168.

Universitas Indonesia
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Negeri yang kompetens relatifnya berbeda seperti pada kasus
perlindungan konsumen pengguna jasa layanan bergerak telepon
seluler (Class Action Telkomsel), mengingat belum diaturnya
prosedur tersebut pada PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara
Gugatan Perwakilan Kelompok?

2. Bagaimanakah perkara gugatan class action yang

sertifikasi/status gugatan class action dap% di oiﬁ‘!rs

perkaranya dengan perkara gugatan class acti 0
sertifikasi/status gugatan class actio
1.3. Tujuan Penélitian
Penulisan skripsi ini memiliki &Qs tuj ait ﬁ@wum dan tujuan
khusus: @ < @@
. <
1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Mengetahui ketentuan mengenai penggabungan pemeriksaan perkara gugatan
class action yang diperiksa dan diadili di dua (2) Pengadilan Negeri yang
kompetens relatifnya berbeda seperti pada kasus sengketa konsumen jasa
layanan bergerak telepon seluler (Class Action Telkomsel), mengingat belum
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diaturnya prosedur tersebut pada PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara
Gugatan Perwakilan Kelompok.

2. Mengetahui ketentuan dan pengaturan mengena penggabungan pemeriksaan
perkara gugatan class action yang belum mendapat sertifikasi/status gugatan

class action dengan perkara gugatan class action yang sudah mendapat

1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional diberikan .deng ak membexi. batasan mengenal
apa yang akan diteliti di dalam penuli%psi i efini r:-“}'a hakikatnya
merumuskan definisi dan/atau istil al@n dig % wlis untuk maksud
menyamakan persepsi. Beriku% is yang dapat penulis berikan:

1. Hukum acara perds perat q\) yang mengatur bagaimana

sertifikasi/status gugatan class action.

at alty /tuntu

ug
mergandung sengketade) in.
enang \ itu mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara

Q engadilan Yang\serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat.®’!
*? sudikno Mertokusumo (c), Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty

Y ogyakarta, 2002), him. 2.

# M. YahyaHarahap, Op.Cit., him. 47.

% Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori
dan Praktek, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2005), him. 11.
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4. Yurisdiks (jurisdiction), yaitu pengadilan yang berwenang mengadili
sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan
perundang-undangan.®

5. Actor Sequitur Forum Rei, yaitu:

Asas dalam hukum acara perdata yang mengatur bahwa yang

berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara ah pengadilan

negeri di wilayah tempat tinggal tergugat.?® S
6. Penggabungan gugatan, yaitu:
Masing-masing gugatan digjukan d surat \gug ang terpisah

secara tersendiri, dan diperiksa serta\ diputus dalam proses
pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri.?’
7. ClassAction, yaitu:
Sebagal suatu pro&du% uan an @MU orang atau
lebih yang mewakili po&meng@ an untuk dirinya
s Mewsl or

sendiri dan se ang yang jumlahnya

0]

banyak, yang\ memihikiKe {g)alau kesamaan dasar hukum
antaraw ompoknya.®
8. Ku i %ﬁ
Suatu uju ana seorang memberikan kekuasaan
ad r I g menerimanya, untuk dan atas namanya
menyelen Satu urusan.?

% Terence Ingr@he English Legal Process, (London : Blackstone, 1996), page.1.
% | bid.

*” M. Y ahya Harahap, Op.Cit., him. 102.
% |ndonesia (), Op.Cit, psl. 1 butir ().

# R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Terjemahan
Burgerlijk Wetboek, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2002), him. 382.
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9. Sertifikasi, yaitu:
Pemberian ijin untuk menjadi wakil kelompok dan permohonan untuk
mengajukan gugatan secara class action; pengadilan memeriksa
apakah wakil tersebut dapat diijinkan menjadi wakil kelompok,

apakah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan secara class action

untuk menyelesailkan gugatan dengan I@pen'
tersebut.*

10. Notifikasi, yaitu:

Pemberitahuan kepada. anggo pok vy dapat dilakukan

k
el Ik, kanto tor pemerintah
@! <§tau D r Pengadilan atau
acls ,ggot k%ok yang bersangkutan

\d dapa tifil@@%kw persetujuan hakim.®
' tuk pernyataan tertulis yang

@g&dilm dan/atau pihak penggugat,

% E. sundari, Op.Cit., him.73.

3 Indonesia (), Op.Cit., psl. 7 ayat (1).
*|bid.,ps.1 huruf f.

% E. Sundari, Op.Cit., him. 35.
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14. Sengketa konsumen, yaitu:
Sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (baik dalam hukum
publik maupun hukum privat) tentang produk barang tertentu yang
dikonsumsi konsumen, dan aau jasa yang ditawarkan
produsen/pel aku usaha. *

1.5 M etode Pendlitian &\D
ak

Penulisan skripsi yang dilakukan penulis ini, m enelitian hukum.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiat miah, yang kan pada metode,
sistematika dan pemikiran tertentu, g bextyju ntuk elgari satu atau
beberapa gegjala hukum tertentu, deng&mn m ais elitian hukum
terbagi menjadi penelitian huku (@m d@; sosio@@ empiris. Penelitian

-az

hukum normatif mencakup, p kum, sistematis hukum,

%ingan hukum, sedangkan
tian t vdentifikasi hukum (tidak tertulis)

@pwuns ini termasuk pendlitian yuridis
ag yang menekankan pada penggunaan data

itian yang digunakan yaitu penelitian secara

* M. Y ahya Harahap, Op.Cit., him. 166.

% AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta : Daya Widya,
1999), him. 48.

%30erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007),
him. 43.

¥'Soekanto, Op. Cit., him. 51.
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deskriptif. Berdasarkan pada jenis penelitian tersebut, jenis data yang penulis
gunakan yaitu data sekunder atau data yang diperoleh langsung melalui penelusuran
kepustakaan. Alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen.
Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan berbagai sumber hukum

sebagal sumber untuk melakukan penelitian ini yaitu:

1. Sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undan g berkaitan

dengan topik penulisan ini, seperti PERMA No. 1 Tahun(20 g Acara

Gugatan Perwakilan Kelompok, yang merup b ama dalam
penulisan ini.

2. Sumber hukum sekunder, seperti el-artikel ilmiah dan buku-buku yang
dapat membantu penulis dalam melak pendlitian ini
3. Sumber hukum tersier, sepertjka @
...
Yo g digun yaitu secara kualitatif,
sehingga nantinya akan men% A@tﬁ analitis.

1.6 Sistematika Penuli
P

ud

m enuti ini akan di

ntuk peruli dan pembahasan ini secara keseluruhan

am lima bab, yaitu:

ulisan ini penulis akan mengemukakan latar belakang
dilakukannya penulisan ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan perumusan pokok
permasalahan dan penjabaran tujuan peneitian dari penulisan ini. Penulis
memberikan batasan (definisi) operasional, sehingga pembaca nantinya tidak
kesulitan dalam memahami isi dari skripsi ini. Serta kemudian dilengkapi dengan

metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
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BAB 2;

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan gugatan. Mulai dari tahapan beracara dalam perkara perdata, prosedur
administrasi pengajuan surat gugatan dan persiapan proses persidangan di Pengadilan
Negeri, mengena bentuk-bentuk dari gugatan itu sendiri,
perubahan gugatan, penggabungan gugatan dan pi hak-pi hak<gal

BAB 3 xg
Pada bagian ini penulis akan menjelaskan secaraxnci mengenai class action,

class action)prosedur gugatan class
on
terbentuknya PERMA No. 1 TL@O <t>entang
Kelompok.
<

e

gatan class action

dan sesudah
gatan Perwakilan

jelaskan dan menganalisis tentang

p i perkara gugatan class action No.

gugatan class action No.

erta, Thenganalisis tentang penetapan majelis hakim

BAB 5
Pada bagian ini penulis akan memberikan jawaban dari pokok permasalahan

penelitian ini. Selain berisi kessmpulan, bagian ini juga berisi saran yang diberikan

oleh penulis yang terkait dengan ketentuan penggabungan pemeriksaan perkara
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gugatan class action yang terjadi pada kasus Class Action Telkomsel, yang
merupakan topik utama dalam pembahasan ini.
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BAB 2

Tinjauan Umum Pengajuan Gugatan

2.1. Tahapan Beracara Perkara Perdata, Asas-asas Hukum Acara Perdata dan

Prosedur Administras Pengajuan Surat Gugatan dan PexSigpan Proses

Persidangan di Pengadilan Negeri S
2.1.1. Tahapan Beracara Perkara Perdata x

Tahapan beracara pada perkara perdata di ua, yaitu ssgi administratif

dan segi yudisial. Adapun penjelasannya adal alysebagai berikut:®

1. Segi Administratif

Tujuan dari tahap beracara %iniaraﬁf in@tuk memenuhi
Syarat-syarat agar segi yudisi Jalan Adap@ nya adalah sebagai
berikut: % S
a. Pihak Penggugat Q %@2

Pih gai [
mengajukan \gugatan per

g
on perkara t),

merasa bahwa haknya dilanggar,
epada pengadilan, kemudian membayar

enegima tanda bukti pembayaran,
engadilan

gadiil I lembaga yang berwenang mengadili, yang diwakili oleh
panitefa, menerima perkara yang digjukan oleh pihak penggugat, dan memberi
nomor register perkara. Selanjutnya panitera menyampaikan gugatan atau
permohonan tersebut kepada ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri lalu
menentukan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Selanjutnya majelis hakim yang terpilih menentukan hari sidang pertama. Kemudian,
panitera membuat surat panggilan, dan juru sita menyampaikan surat panggilan,

berita acara pemanggilan dan salinan gugatan kepada para pihak.

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia,
(Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998), him. 44-58.
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Adapun 5 (lima) dokumen penting dalam segi administratif yaitu:
a. Surat penetapan ketua Pengadilan Negeri tentang penentuan majelis hakim
b. Surat penetapan hari sidang pertama

c. Surat panggilan

d. Berita acara pemanggilan (relass) S \
e. Daftar perkara (roll) \%
2. Segi Yudisial &
Terbagi atas 4 (empat) tahap, yaitu: %
a. Tahap Hari Sidang Pertama \ @
Pada persidangan p %a%erdat@@ ditemukan adanya
kemungkinan sebagai berikut:* %

<

(1) Kemungkinan hadir or 4 i sk @
Pen 90 a;i@ya dan tergugat/ paratergugat atau

kuasanya terdapat 2 (dua) cara penyelesaian dalam

per perdata

damaian

dan pasal 130
adanya perdamaian, maka dalam praktik surat gugatan tersebut dicabut dan/atau para

IR/154 RBg. Apabila para pihak yang berperkara menyetujui

pihak mengadakan perdamaian di luar atau di dalam persidangan. Apabila
perdamaian dilakukan di depan persidangan, maka akan lahir suatu akta perdamaian

yang dibuat para pihak dengan putusan hakim.

b) Pembacaan surat gugatan

*1bid., Op.Cit., him. 110-136.
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Apabila usaha perdamaian oleh mgelis hakim tidak berhasil, maka dalam
praktik peradilan, ha ini harus dicatat dalam berita acara persidangan. Kemudian
proses berikutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat

gugatan salam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan

Q..

persidangan. Jika para pihak tersebut, baik’penggug a penggugat ataupun
naka atas ketidakhadiran mereka,
majelis hakim dapat mengundurkan g sekdi lagi) guna ggil para pihak

mempergunakan penerjemah.*

<
(2) Kemungkinan tidak hadirnya para pihak
Pada persidangan pertama ada kemungki ara

tergugat/para tergugat tidak hadir di persidag

dan un juga dapat

jika seandainya mereka tidak dip a
diambil tindakan sebagai beri k% < (i

a) Gugatan gugur

Apabila p % 4

sendiri atau yanlt r di meskipun ia telah dipanggil dengan

al% gat atau kuasanya yang ssh datang ke
9

at/para penggugat digugurkan dan dihukum

ditentukan ternyata penggugat

Adapun maksud putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh
majelis hakim yang menyidangkan perkara tanpa kehadiran tergugat/para tergugat.
Jadi, apabila tergugat/para tergugat seluruhnya atau kuasanya yang sah tidak hadir,
padahal mereka telah dipanggil dengan sepatutnya maka perkara tersebut akan

diputus dengan verstek, *°

* R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan, (Bogor: Politeia, 1985), psl. 131.
*R. Soesilo, Op.Cit., pdl. 125 ayat (1).
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b. Tahap Jawab-Menjawab™

Pada persidangan kedua merupakan giliran tergugat/para tergugat atau kuasanya
untuk memberi tanggapan terhadap surat gugatan penggugat/para penggugat atau
kuasanya. Tanggapan ini disebut dengan istilah jawaban gugatan.

Atas jawaban tergugat/para tergugat atau kuasanya

dari kata “re” yang berarti kembali, dan “pliek”

<

berarti memberi jawaban kembali (balasan) atas jawab
kuasanya.Tahap persidangan selanjutnya ah duplik, y.

tergugat/para tergugat atas replik penggugat/p ugat.
c. Tahap Pembuktian™ X @@

Pada persidangan ini m
diberikan kepada penggug
bukti surat, saksi, dan

giliran untuk k lan @
gugatannya.| Pada k atan ipi Q}
mengajkan yaarn dan z\

Peysidangan ini upakan tahap terakhir dari persidangan di Pengadilan Negeri

dan terhadap putusan hakim ini apabila para pihak tidak menerima dapat mengajukan
permohonan permintaan banding kepada Pengadilan Tinggi, pernyataan banding
digjukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan.®

* Lilik Mulyadi, Op.Cit., him. 137-147.
*?bid., him. 148.

* | bid., him. 149.
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2.1.2. Asas-asas Hukum Acara Perdata
Adapun asas-asas hukum acara perdata yaitu:
1. Hakim Bersifat Menunggu

Asas dari hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah

bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntut

sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ad atau tidak,
apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan digukan
diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. K ti hak atau

penuntutan, maka tidak ada hakim, nemo judex sine‘actore.**

Jadi yang mengajukan tuntutan
sedang hakim bersikap menunggu dat
iudex ne procedat ex officio. Hanya
Akan tetapi, sekali perkara dig
memeriksa dan mengadilinya
kurang jelas.® Larang
bahwa hakim tahu
menemukan

m
nilai-nilai hukum yan

tuk Umum (Openbaar heid van Rechtspraak)

pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum,
yangberarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di
persidangan. Tujuan dari pada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-

hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin obyektivitas

* sudikno Mertokusumo, (c), Op.Cit., him. 11.
*Ibid.

*® Indonesia (f), Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN.
No.8 Tahun 2004, TLN. 3316, pdl. 16.

* 1bid., pdl. 28.
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peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak
serta putusan yang adil kepada masyarakat.*®

Sifat hukum acara perdata ini merupakan aspek fundamental dalam praktik.*
Sebelum praktik perdata mulai disidangkan maka hakim atau ketua majelis hakim

harus menyatakan bahwa persidangan harus dinyatakan “ dibuka” “terbuka untuk

umum”, sepanjang undang-undang tidak menentukan lain dan apabilaidak dipenuhi

hal tersebut mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.>® \%
3. Hakim yang Pasif &&

Hakim di dalam memeriksa perkara p akersikap pasif dalam arti bahwa
ruang lingkup atau luas pokok sengket%(jiaj ep iMyuntuk diperiksa

pada asasnya ditentukan oleh para y %berper ukan oleh hakim.
Hakim hanya membantu para keadilan dan saha mengatas segala
hambatan dan rintangan untu d any, %ﬁ.ﬁ

eb

r sendiri sengketa yang telah

tidak dapat menghalanginya.® Hal
gugatan.®®

**Ibid., psl. 19 dan psl. 20.

* Lilik Mulyadi, Op.Cit., him. 16.
*%|ndonesia (f), Op.Cit., psl. 19 ayat (2).

*! bid., pdl. 5 ayat (2).

>2 Sudikno Mertokusumo, (c), Op.Cit., him. 12.
% R. Soesilo, Op.Cit., psl. 130.

> |bid., pdl. 178 ayat (3).

Universitas Indonesia

Penggabungan pemeriksaan..., Farah Primadini, FH Ul, 2009



21

tetapi, tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang,
hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara. Hakim berhak untuk memberi
nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi
keterangan kepada mereka. >

4. Mendengar Kedua Belah Pihak yang Berperkara (Horen @n Bei

Hukum acara perdata merupakan salah sat N‘
mengatur kepentingan perorangan (bijzondere bel K sifat demikian ini,
konsekuensi yuridisnya dalam perkara perdataynaka ket hukum acara perdata

menggariskan bahwa hakim dalam mengadi haruslah bertindak adil dengan

memperlakukan kedua belah pihak b kara dalam kapasit sama, tidak ada
memihak salah satu pihak sehingga uptuk itudiperl

dan didengar
secara bersama-sama di depan

%> Konkiéth engadilan mengadili

y 5
R

menurut hukum dengan tid

Dengan demiki a perdata hakim tidak boleh
mel akukan u engan keterangan di mana pada salah
satu pihak \dinyatak ma@ak lainnya diberi kesempatan untuk

i dan ak dapatnya.>®

<

Qv—:: Harus Bj b Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang

dijadikan dasar untuk mengadili.*® Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan

>> Sudikno Mertokusumo, (c), Op.Cit., him. 13.

*® Lilik Mulyadi, Op.Cit., him. 21.

>’ Indonesia (f), Op.Cit., psl. 5 ayat (1).

*% Lilik Mulyadi, Loc.Cit.
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sebagal pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para
pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya
mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan

mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.*

Untuk lebih dapat mempertanggungjawabkan putusan, im juga dapat

mencari sumber pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Men

yurisprudens tidak berarti bahwa hakim terikat pada atauParu Kt
mengenai perkara yang segjenis yang pernah dijatu % Agung,
elu

Pengadilan Tinggi, atau yang pernah diputusk angkan ilmu
pengetahuan merupakan sumber pula tuk m atkan bahan guna
mempertanggungjawabkan putusan hakim dixd pertimbangannya, karena sifat
obyektif dari ilmu pengetahuan senditi yeb. utusan hakim
menyebabkan putusan hakim bernilai

pula. @
N
o
6. Beracara Dikenakan Bi
ayéda ya %biaya62 Biaya perkaraini meliputi

[aya un gilan, pemberitahuan para pihak serta

2

”Q idak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat

diminta bantuan seorang pengacara, maka

** Indonesia (f), Op.Cit., psl. 25.
% sudikno Mertokusumo, (c), Op.Cit., him. 15.

® |bid., him. 16.

®2 Indonesia (f), Op.Cit., psl.4 ayat (2) jo. Psl 5 ayat (2).
® sudikno Mertokusumo, (c), Op.Cit., him. 17.
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dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengaukan surat keterangan

tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi.*!

7. Tidak Ada K eharusan Mewakilkan

HIR tidak mewagjibkan para pihak untuk mewakilkan kep orang lain,

sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara Iang§}n lerhadap

’ diwakili

yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pih

oleh kuasanya kalau dikehendakinya®™ Deng

ng gsung hakim

anya. Jika para pihak

para pihak yang

jasa ini kurang mendalami
nci. Selain itu, berperkara di
ofang kuasa akan jauh lebih ringan

rang kuasa, karena masih harus

2.1.3. Proses Administrasi Penggjuan Surat Gugatan

* R. Soesilo, Op.Cit., psl. 237.
* |bid., psl. 123.
% sudikno Mertokusumo, (c), Op.Cit., him. 18-19.

 Ibid.
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Apabila surat gugatan telah selesai dibuat oleh penggugat/para penggugat atau
kuasanya sesuai ketentuan teori dan praktik, maka surat gugatan tersebut dapat
didaftarkan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Menurut Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku IV maka Mahkamah Agung
Rl menggariskan prosedur administrasi dalam mengajukan surat gugatan adalah
sebagai berikut: &

Surat gugatan digukan kepada kompetensi P@gad' eri yang
berwenang, kemudian pengugat/para penggugat atau ku jukan surat

Mu er g bertugas

menerima gugatan serta menetapkan rencana biaya perkara(panjary verscoot perkara)

yang dituangkan dalam bentuk SKUM (3rat Kuasa Un Membayar), berupa
kwitans berisikan : Kop Pengadilan Neg nomiQr, tang dan tahun serta
cap/stempel surat gugatan didaftarkan, udian yaknya uang

untuk pembayaran, nama, dan tanda
Selanjutnya, setelah sur

penggugat atau kuasanya lal i 38 perkara yang tercantum dalam
SKUM kepada kas P \ encatatan panjar perkara dalam
buku jurnal ka .= [ it pertama diikuti dengan pemberian nomor
perkara.

nya, berkas perkara gugatan didaftarkan oleh

k perkara perdata, sesuai urutan penerimaan dari

panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui panitera. Lalu
terhadap berkas surat gugatan yang diterima Pengadilan Negeri, setelah diberi nomor
register oleh panitera, dalam waktu 7 (tujuh) hari harus sudah diserahkan kepada
Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari pula setelah membagi perkara
tersebut kepada M ajelis Hakim dengan suatu Penetapan.

%8 Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku
IV, (Jakarta: MA RI, 2007).
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Proses berikutnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Penetapan
penunjukan Majelis Hakim harus dicatat dalam register oleh Ketua Panitera. Berkas
perkara beserta Penetapan Magelis Hakim dalam waktu 7 (tujuh) hari telah
diserahkan kepada M gjelis Hakim yang bersangkutan.

2.1.4. Persiapan Proses Persidangan di Pengadilan Negeri \
Setelah prosedur administrasi dilalui, maka tahap beg'>kutn 8 \

proses persidangan di Pengadilan Negeri. Adapun hal-hal

1. Penetapan Hari Sidang
Berdasarkan ketentuan pasal 121 HI
hari sidang ditentukan oleh Ketua.

%@m disebut dengan istilah relass atau
engan penetapan hari sidang minimal 3 (tiga)
Dalam praktik peradilan istilah drie vrije dagen

ecara eksplisitvperintah pemanggilan para pihak berperkara sebagaimana
dalam penetapan hari sidang dilakukan oleh juru sita disampaikan kepada para pihak
yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya dengan membuat Berita Acara dan
harus ditandatangani oleh para pihak serta oleh juru sita. Kemudian apabila juru sita

tidak bertemu dengan para pihak tersebut, maka surat panggilan disampaikan kepada

* Lilik Mulyadi, Op.Cit., him. 92.
" Ibid.

1bid., him. 94.
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Kepala Desa/lKepala Daerah yang bersangkutan. Kepala Desa/Kepala Daerah
kemudian harus menandatangani Berita Acara Panggilan, dan selain itu Berita Acara
Panggilan harus pula dibubuhi cap/ stempel resmi dari Desas/ RT/RW tersebut. Kepala
Desa/Kepala Daerah lalu berkewagjiban untuk dengan segera menyampaikan
panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal ini tidak perlu
dinyatakan dalam surat panggilan.”
3. Perihal Sita Jaminan S
Dalam praktik, guna menjamin surat gugatan maka p

atau kuasanya mengajukan permohonan pada Pengadil
menangani perkara untuk dilakukan sita jaminan. A n
penyebab mengapa digjukan permohonan sitajaminan tersebup adalah karena adanya

keadaan yang sangat perlu dan mend lukan tindakan tertentu agar

tergugat/para tergugat tidak mel akukan uatan gy erugikan pihak
penggugat/para  penggugat @ l@engali AR njual, ataupun
memindahtangankan barang -u‘o orang Yain) Adapun sita jaminan
tersebut dapat berupa:”® @ ¢

tidak tetap milik penggugat/para penggugat yang dikuasai oleh tergugat/para

tergugat. Dalam praktik, apabila mengajukan sita revindicatoir harus dicantumkan

dengan tegas, jelas, dan terperinci terhadap jenis barang yang akan disita disertai

72 | bid.
" Ibid., him. 97.

" Ibid.
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penyebutan ciri-cirinya. Apabila pengguan sita revindicatoir dikabulkan maka
barang yang disita tetap dipegang/ dikuasai oleh tersita.

Adapun sita revindicatoir dilakukan atas perintah Maelis Hakim dengan
bentuk Penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh paniteral/juru sita Pengadilan Negeri
dengan 2 (dua) orang karyawan/karyawati Pengadilan Negeri sebagai saksi.”

Proses selanjutnya, apabila nantinya gugatan penggug a penggugat

Namun apabila ternyata gugatan
selebihnya ditolak maka amar putu hak
barang-barang lainnya diperintahkan u&angk

%

untuk sebagian dan

evindicatoir untuk

o

dan batas-batasnya disebutkan secarajelas.”

” Ibid., him. 98.
" 1bid., hlm. 100
" bid., him. 102.
’® Ibid.

” Ibid., him. 103.

Universitas Indonesia

Penggabungan pemeriksaan..., Farah Primadini, FH Ul, 2009



28

Selain itu pula, guna menghindari salah penyitaan maka hendaknya Kepaa
Desa/Kepala Daerah setempat digjak serta untuk melihat keadaan tanah, batas serta
luas tanah yang akan disita. Kemudian penyitaan tersebut dicatat dalam Buku Tanah
yang ada di desa dan didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Daerah Tingkat Il
K otamadya/K abupaten serta dicatat khusus di buku yang disediakan oleh Pengadilan
kapan waktu

Negeri yang memuat catatan mengenal tanah-tanah yang dis
penyitaan, dan perkembangannya.® S
Konsekuens yuridisnya dengan dilakukan penyit

tanggal pendaftaran sita, pihak tersita dilarang untu

sita~ gpabila dilakukan

kum (van rechtwege

menjamin tanah yang disita itu. Semua tindakan
bertentangan dengan larangan tersebut batal demi
nietig atau null and void).®

Sita conservatoir dilakukan oleh itera atalr] Han Negeri atas

perintah Majelis Hakim yang menang n %ater disertal dua orang
SakS'ISZ K

2.2. Pengertian dan B

“merasa’ dan “dirasa’ bahwa
kemudian penyelesaian dama secara
satu Jalan dapat ditempuh adalah perkara

Q\\,%‘ ijk vordering).5
‘\‘§ Yio menyebut surat gugatan dengan tuntutan hak, sebagai
ti yang bertujtian memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan

untuk mencegah eigenrichting atau tindakan menghakimi sendiri.®*

* Ibid., him. 104.

& |hid.

& hid.

% Lilik Mulyadi, Op.Cit., him. 37.

% sudikno Mertokusumo, (c), Op.Cit., him. 38.
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Sedangkan Darwan Prints menyebutkan gugatan adalah suatu permohonan
yang disampaikan kepada K etua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenal suatu
tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh
pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.®®

Tugas dan kewenangan maelis hakim adalah menerima, memeriksa, dan

mengadili serta menyelesailkan sengketa di antara para pihak yang.berperkara. Hal

orang itu, disebut tergugat.®®

Perkara gugatan adalah perkara yang digjukan ke pengadilan yang di dalamnya
terdapat sengketa atau konflik yang memintaxtigkimuntuk mengadili dan memutus
sigpa diantara pihak-pihak yang bersengketa at konf terbukti benar.
Dalam suatu gugatan ada seor %n%ang me % a haknya atau hak
mereka telah dilanggar, akan tetapi g dirasa \-} ggar haknya atau hak

merekaitu tidak mau secara stik uk 4ty Yang dimintaitu.
Adapun bentuk g yan adaHIR, yaitu:

1.Bentuk T '
Salah bentuk gu dala

urat yang ditentukan pada pasal 123, oleh wakilnya, dimasukkan kepada ketua
pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terletak tempat diam si tergugat,
atau kalau tidak ada tempat diam yang diketahui, tempat ia sebenarnyatinggal .*

% Darwan Prints, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, (Bandung: PT Citra
Adtya Bakti, 1992), him. 2.

% Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Op.Cit., him. 12.
8 sudikno Mertokusumo, (c), Op.Cit., him. 95.

% R. Soesilo, Op.Cit., psl. 118.
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Menurut pasal ini, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan
Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.
2. Bentuk Lisan

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 118 HIR, maka gug
dengan sebuah surat yang disebut dengan surat gugatan vy dibuat dan

harus digjukan

lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang
mencatatnya.*

gugat u atau menyeluruh

bentuk gugatan lisan, yang diatur dalam pasal 120 . RBg) yang
menerangkan bahwa:
Bilamana penggugat buta huruf maka wr%‘a dap dlmasukkan dengan

mengakomodasi kepenti ng

jumlahnya pada saat itu
huruf yang tidak

{..o\-m dat membantu masyarakat buta
sun gugatan tertulis. Mereka dapat

ua Pengadilan Negeri, yang oleh HIR
catat gugatan secara lisan, dan selanjutnya

asinya dalam bentuk tertulis dengan bantuan

2.3. Elemen dan Syarat Surat Gugatan
Pada ketentuan HIR ataupun RBg, tidak ditemukan ketentuan pasal yang

mengatur elemen dan syarat-syarat bagaimana bentuk, cara dan substansi terhadap

 |pid.
R, Soesilo, Op.Cit., psl.120.

8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2008), him. 39.
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surat gugatan. Akan tetapi, secara teoritis hal-hal tersebut terdapat dalam ketentuan
pasal 6 ayat (3) Rv*, dan praktik peradilan yang berlaku dewasaini di Indonesia.
Secara umum dan teoritis dalam membuat surat gugatan menurut pandangan
doktrin dikenal adanya (2) dua buah pola penyusunannya, yaitu:*?
1. Substantieringstheorie
Yaitu suatu teori yang membahas cara pembuatan surat g hendaknya

harus terperinci secara detail mulai dari adanya hubung@ h

‘4!1".“

gugatan (rechts gronden), dasar dan sgjarah gugatan serta keladi
material dari gugatan.
2. Invidualiseringstheorie

Y aitu suatu teori yang membahas ag am penyusunan surat gugatan dibuat

secara garis besarnya sgja tentang am gugatan atau

hukumnya, tempat kedudukan dan alamat kantornya.
b) Duduknya Perkara
Dalam aspek ini berisikan adanya dalil-dalil konkret terhadap hukum, disertai

dasar dan alasan tuntutan atau lazim disebut dengan posita atau fundamentum

*? Indonesia (g), Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI: Reglemen Acara Perdata,
psl. 6 ayat (3).

 Lilik Mulyadi, Op.Cit., him. 42.
* bid., pd. 8 ayat (3).
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petendi. Pada dasarnya fundamentum petendi terdiri dari 2 (dua) bagian, yakni
penguraian tentang keadian-kegjadian atau peristiwa-peristiwva dan penguraian
tentang hukumnya yang menjadi dasar yuridis gugatan (legal grounds).
Fundamentum petendi dalam praktik, berisikan hal-hal tentang:
(1) Objek Perkara

Hal ini penting ada dalam suatu surat gugatan. Tanpa ada ok

a
N

perkara yang

mengapa surat gugatan tersebut digjukan kepad ; D Negeri yang
berwenang.

Daam objek perkara ini, pada surat atan apabila

(tidak bergerak) hendaknya digjukan secara terperinciy baik terhadap cara

memperolehnya, luas dan batas-bata%ar dw@ta hubungan

benda tersebut dengan penggugat da | @ a mengenai benda

» I itiqi@nya, nomor, jenis, cara

memperoleh, dan lain-lain. %Q

(2) Fakta-fakta Hukum @iﬁ
depal meli

Fakta-f }% apal \
sengketa terjadi, sepertivadanya .-\\)
mel huktny. ol engug Q

g 3 \\.

-piutang,

alifikasi perbuatan ini baik bersifat melanggar undang-undang, perbuatan
yang bertentangan dengan kewagjibannya, wanprestas dan lain-lain atau hal yang

bertentangan dengan kebiasaan, adat-istiadat, kesusilaan, dan lainnya.
¢) Tuntutan atau Petitum
Petitum atau tuntutan adalah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan

agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan mendapatkan jawabannya di dalam
diktum atau amar putusan. Oleh karena itu, penggugat harus merumuskan petitum
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dengan jelas dan tegas.®® Dengan kata lain, petitum gugatan berisi tuntutan atau
permintaan kepada majelis hakim, untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak
penggugat atau hukuman kepada tergugat.*®

2.4. Beberapa Hal yang Menyangkut Pengajuan Gugatan

Adapun beberapa hal yang menyangkut pengajuan gugatan yai{ix.

2.4.1.Gugurnya Gugatan S

Mengenai gugurnya gugatan diatur dalam pasal 124 Hi

Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun
ila dipanggil dengan patut, atau tidak p menyuruhnorang lain menghadap
mewakilinya maka surat gugatannya diang r dan penggugat dihukum biaya

perkara; akan tetapi penggugat berhak mem an-gugatanny ai lagi, sesudah
membayar |ebih dahulu biaya perkara tersebut. tadlj.”’

Memperhatikan ketentu
dalam gugurnya gugatan:
1. Syarat Jatuhnya Put

Supaya gugu %
berikut. % (i
a. Penggugat. Telah Dipanggil<s Q
Penugatt 1pa ,\ \

- Panggilan dilakukan dengan patut, yaitu antara hari panggilan dengan hari
persidangan tidak kurang dari tiga hari.
b. Penggugat Tidak Hadir Tanpa Alasan yang Sah (Unreasonable Default)

% Sudikno Mertokusumo, (c), Op.Cit., him. 51.
% M. Y ahya Harahap, Op.Cit., him. 63.

" R. Soesilo, Op.Cit., psl. 124.

% M. Y ahya Harahap, Op.Cit., him . 77.
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Syarat yang kedua, penggugat tidak hadir atau tidak menghadap persidangan
yang ditentukan tanpa alasan yang sah, dan juga tidak menyuruh kuasa atau orang
lain untuk mewakilinya. Jika ketidakhadiran berdasarkan aasan yang sah
(reasonable default), ketidakhadiran pengggugat tidak dapat dijadikan alasan untuk
menggugurkan gugatan. Gugurnya gugatan yang demikian tidak sah dan
bertentangan dengan hukum.

2. Gugurnya Gugatan Dilakukan Hakim secara Ex-Offi CIO

Pasal 124 HIR memberi kewenangan secara ex- Offl

.a v untuk
tu Dengan

Mun t ada permintaan

menggugurkan gugatan, apabila terpenuhi syarat

demikian kewenangan itu, dapat dilakukan hakim, m
dari pihak tergugat. Namun hal itu, tidak m rangi hak tergugat untuk mengajukan

permintaan gugurnya gugatan. Justru gugat g mengajukannya,
karena ketidakhadiran penggugat di % enang-wenang
kepada tergugat. Sebab ketidakhadi E\@ bat p iksaan tidak dapat
dilakukan karena berbenturan d .e o er|k 20 adictoir.

3. Rasio Gugurnya Gugatan
Adapun alasan a@@ya gugatan dalam tata tertib

beracara ad
erupakan hukuman kepada penggugat atas

al
a. Sebag ukuman

gurn

etidakhadiran it s'~= Joap sebagai pernyataan pihak penggugat bahwa dia tidak
Repentingan Iam perkaratersebut.
b. Membebaskan Tergugat dari Kesewenangan
Tujuan lain yang terkandung dalam gugurnya gugatan, membebaskan tergugat
dari tindakan kewenangan penggugat. Dianggap sangat tidak relevan membolehkan
penggugat berlarut-larut secara berlanjut ingkar menghadiri sidang, yang

mengakibatkan persidangan mengalami jalan buntu pada satu segi, dan pada segi lain

*Ibid.

%9 hid., him. 79.
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tergugat dengan patuh terus-menerus datang menghadirinya, tetapi persidangan gagal
disebabkan penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Membiarkan hal seperti itu
berlanjut, merupakan penyiksaan yang menimbulkan kerugian moril dan materiil
bagi tergugat. Menghadapi keadaan yang demikian, sangat adil dan wajar
membebaskan tergugat dari belenggu perkara, dengan jalan menggugurkan gugatan
yang dimaksud.***

4. Gugurnya Gugatan pada Sidang Pertama

Berdasarkan tata tertib beracara, relevans at
sidang pertama, karena proses sidang selanjutnya, fi

lukan panggilan,

tetapi cukup melalui pengumuman pengun di sidang pengadilan. Pendapat ini,
sesuai dengan pedoman yang digariskan Mahkajah Agung,** mengatakan:

Jika penggugat pada hari sid [ datan ada hari kedua ia
datang dan (Pada hari kaigg'& ' hadi@ perkaranya tidak bisa

103

digugurkan.

S

ultatif

o

Ternyata sifat imperatif yang ada pada pasal 124 HIR kemudian dianulir oleh
pasal 126 HIR yang menegaskan:

 1bid.
122 Mahkamah Agung RI, Op.Cit., him. 121.

1% R, Soesilo, Loc.Cit.
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- Sebelum menjatuhkan putusan gugurnya gugatan yang disebut dalam pasa
124 HIR, PN dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil
untuk kedua kalinya supaya datang menghadap pada hari sidang yang lain.

- Sedangkan kepada pihak yang hadir (dalam hal ini tergugat), pengunduran
sidang cukup diberitahukan oleh hakim daam persidangan, dan

Jadi bertitik tolak dari ketentuan pasal 126 HIR, pengoug

bersifat imperatif, tetapi fakultatif.'®®
6. Gugurnya Gugatan Dibarengi Perintah Pengangk SitaxJami

ilan imbulkan akibat
hukum terhadap semua tindakan hukum yang telah diambrijpengadilan. Sekiranya
dalam perkara yang bersangkutan telah di sita jami terhadap milik
tergugat atau objek barang sengketa: @

Kk
- Sitatersebut harus diangkat; @ &S @
WKan ». am ar%wn yang berisi perintah

<

Putusan gugurnya gugatan yang dijatuhkan pen

- Pengangkatan sitaitu, di
mengangkat sita;
bali perkara itu, dia berhak

[ un permintaan itu tidak dengan
dasar pertimbangan baru lagi."®

Gugatan
a rut Rv

Suatu perubahan gugatan akan mempengaruhi kepentingan tergugat, karena
dengan perubahan itu tergugat akan mungkin dipersulit dalam pembelaannya atau
jalannya peradilan akan dihambat, sehingga merugikan pihak tergugat. Oleh karena

% |bid., psl.126.

105

R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1993), him.33.
1% M. Y ahya Harahap, Op.Cit., him. 81.
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itu bagi tergugat akan lebih menguntungkan apabila tidak diadakan perubahan

gugatan, sehingga ia berhak untuk menyatakan keberatannya terhadap perubahan

gugatan oleh penggugat.’®”’

Menurut pasal 127 Rv perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang
pemeriksaan perkara, asal sgjatidak mengubah atau menambah “onderwerp van den

eis” (petitum, pokok tuntutan).'®

menjadi dasar tuntutan. Dengan demikian, pengertian meng gatan yang
dibolehkan itu adalah jikatuntutan yang dimoh tetap
berdasarkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntut Jadli, pengubahan
yang dimaksud tidak mengubah kejadian materiil yang menjadh dasar gugatan.™

Star Busmann memperjelas lagi pengerfi Rv. Menurutnya,
pengubahan surat gugatan dilarang apabia berd m yang sama,

dikemukakan permohonan pelaksan apabila penggugat
mengemukakan keadaan hukum ikemukakan semula.**°

b. Menurut HIR/RBg
gatur K% entang perubahan gugatan. Akan
dilarang. Karena HIR atau RBg tidak

HIR at
im dapat saja meniru lembaga perubahan

tetapi, buk

sbam Rv. ™ Yurisprudensi jaman Hindia Belanda dulu

%" sudikno Mertokusumo, Op.Cit., him. 100.
1% | ndonesia (f), Op.Cit., psl. 127.
1% Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., him. 64.

19 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Bandung: Penerbit Sumur
Bandung, 1962),him. 53.

" Abdulkadir Muhammad, Op.Cit . him. 66.
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putusannya 20 Januari 1939 menyatakan bahwa perubahan gugatan dibolehkan, asal
sga perubahan itu masih mengenai kgladian materiil yang telah digukan dan
tergugat tidak dirugikan dalam pembelaannya '*?

Wirjono Prodjodikoro berpendapat, sebaiknya jangan diadakan ukuran
mengenal sifat suatu perubahan gugatan, tetapi pada setiap perubahan harus dilihat
apakah perubahan itu selayaknya dibolenkan atau tidak beriubung dengan
kepentingan kedua belah pihak. Kepentingan kedua belatboih a dengan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum itu hi arakat
karena dirasakan adil. ™™ &K

2.4.3. Pencabutan Surat Gugatan
a. Pencabutan Sebelum Disidangkan

Menurut pasal 272 Ry, penca%surat
telah menarik kembali surat gugat I

salah satunya adalah dimana gugatan tersebut dicabut oleh pihak penggugat dengan

2 R. Soepomo, Op.Cit., him. 27-28.
' Wirjono Prodjodikoro , Op.Cit., him. 54.
' |ndonesia (g), Op.Cit., psl. 272.

Y5 Lilik Mulyadi, Op.Cit., him. 85.

" Indonesia (g), Op.Cit., psl. 271.
“71bid., him. 85.
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persetujuan tergugat karena adanya kekeliruan subyek terhadap surat gugatan, maka
surat gugatan tersebut dicabut oleh penggugat atas persetujuan tergugat dengan
alasan surat gugatan tersebut akan diperbaiki.*®

Pada dasarnya bentuk pencabutan surat gugatan dapat dilakukan secara lisan
dan tertulis. Dalam praktik terhadap pencabutan gugatan tersebut, lazimnya dapat

Nakim, dan bila

berupa Penetapan, apabila surat gugatan telah diperiksa oleh Magjelis
sebelum adanya jawaban dinyatakan dalam Berita Acar@ Si
dicatat dalam buku register perkara perdata.'*®

2.4.4. Penggabungan Gugatan &&

a. Pengertian dan Pengaturan
Secara teknis mengandung pengertian pengg
satu gugatan. Disebut juga kumulas gugstan at

yaitu penggabungan dari lebih dari t a@huku g % Ysatu gugatan. Pada
prinsipnya, setiap gugatan haru i
a tersendifi

dalam surat gugatan yang

dalam proses pemerik ya n"‘t
daam ha d atas\ter , dibolebkan melakukan penggabungan gugatan
dalam satu\surat gu dengan-guostar’ yang lain terdapat hubungan erat.'”

jan er

8 1 bid., him. 85-86.
19 hid.,
120 Soepomo, Op.Cit., him. 27

121 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, ( Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum
Nasional, 1977), him. 73.

122Mahkamah Agung RI, Op.Cit., him. 125.
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Hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan. Baik HIR maupun RBg,
tidak mengaturnya. Begitu pula Rv, tidak mengatur secara tegas, dan tidak pula
melarang. Yang melarang yaitu pasal 103 Rv, hanya terbatas pada penggabungan
atau kumulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (bezit) dengan tuntutan hak
milik. Dengan demikian, secara a contrario (in the opposite sense), Rv
membol ehkan penggabungan gugatan.'?®

Meskipun HIR, RBg, maupun Rv tidak mengatur mengena
gugatan, namun peradilan sudah lama menerapkannya. So .

satu Putusan Raad Justisie Jakarta pada tanggal 20 193Q'yan

penggabungan gugatan, asal antara gugatan itu, terdapat>ubu erat (innerlijke
kan fakta-faktanya,
ian dig oleh satu orang

samenhang).*®* Hubungan erat ini harus
misalnya beberapa orang debitur berytang

kreditur, di mana peristiwa tersebut m mink ya Rub yang erat dan

mendasar antara dua gugatan bersif : @
Pendapat yang sama, dit%&al Put san% No. 575 K/Pdt/1983'%°

yang menjelaskan antara lai

1) Meskipun pasa dngate J hukum acara yang diperhatikan

AN .
hanya HI n uk) ) mewjL o'(‘ ercapainya process doelmatigheid,
dimungkinkan men anle ‘\o“ entuan acaradi luar yang diatur dalam
HIR; asal penerapand ypedoman pada ukuran:

Bertar-benar - u émudahkan  atau  menyederhanakan  proses
eriksaan;
hi

erdasarkan

>

ya putusan yang saling bertentangan

itu, boleh dilakukan penggabungan (samenvoeging) atau
kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat innerlijke samenhang atau
hubungan erat diantaranya.*?’

12M.Y ahya Harahap, Op.Cit., him. 103.
124Soepomo, Op.Cit., him. 20.
% Lilik Mulyadi, Op.Cit., him. 86.

126 pytusan MA No. 575 K/Pdt/1983, tgl 20-6-1984, jo. PT Tanjung Karang No. 36/1982 tgl.
31-8-1983, jo. PN Tanjung Karang No. 35/1981, tgl. 24-3-1982.
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b. Tujuan Penggabungan

HIR dan RBg tidak mengatur kumulasi gugatan. Akan tetapi, kalau diantara
masing-masing gugatan terdapat hubungan erat, penggabungan tiga, atau beberapa
perkara dapat dibenarkan untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinya
yang seperti

kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Penggabu

itu, dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (proce%al

manfaat dan tujuan penggabungan yaitu;'*®
1) Mewujudkan Peradilan Sederhana x

Melalui sistem penggabungan beberspa gugatan™dalam ‘sgtu gugatan, dapat

dilaksanakan penyelesaian beberapa pefkara melalui \proses tunggal, dan

masing digugat secara terpisah dan

(s o )
an 20 (du pﬁﬁorang. Melaui sistem

ersifat sederhana, cepat, dan

penyelesalan terhadap masing-
atau penguasaan tanah yan
penggabungan, tercipta pel

dgriksa secara keseluruhan dalam satu

biaya murah dengan | ungke dan tuntutan kepada masing-

masing terg atan, .d

ir. Dalam keadaan yang seperti itu, proses
biaya yang mahal .**°

2) Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan
Manfaat yang lain, melaui sistem penggabungan dapat menghindari
munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Seperti contoh

di atas. Apabila gugatan digabung dalam satu gugatan, dapat dipastikan hanya ada

27M. Y ahya harahap, Loc.Cit.
28 ilik Mulyadi, Op.Cit., him. 87.

129 M. Y ahya Harahap, Op.Cit., him. 103-104.
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putusan tungga yang benar-benar konsisten. Lain halnya, jika dipecah menjadi 20
(dua puluh) perkara. Kemungkinan besar terjadi saling pertentangan. Kemungkinan
saling bertentangan semakin besar terjadi, apabila masing-masing perkara ditangani
oleh majelis hakim yang berbeda.

Oleh karena itu, apabila terdapat hubungan antara beberapa gugatan, cara yang

mengonstruksi
2. Terd Hubun

hupungan erat antara gugatan yang satu dengan
et Yang kedua ini, terdapat hubungan hukum antara

sendiri-sendiri. Dalam hal ini pun tidak mudah menentukan apakah diantara para
penggugat atau tergugat terdapat suatu hubungan hukum.***

130 50epomo, Op.Cit., him. 29.

131 R, Subekti , Op.Cit., him. 74.

132 Soepomo, Op.Cit., him. 28.

13\, Y ahya Harahap, Op.Cit., him. 105.
*1bid., him. 106.
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d. Bentuk Penggabungan
Dalam teori dan praktik, dikenal dua bentuk penggabungan, yaitu:
1) Kumulasi Subjektif
Pada bentuk ini, dalam satu surat gugatan terdapat:
a) Beberapa orang penggugat, atau
b) Beberapa orang tergugat.
Penjelasannya sebagai berikut:
i.  Penggugat terdiri dari beberapa orang berh

ii.  Sebaliknya, penggugat hanya satu Qrang, sedangkap> tergugat terdiri dari

beberapa orang. Kumulasi subjektif y { dalam S ini, berada pada

jektif y@ i pihak penggugat
. .'“ - . . .
arg seperti itu, p at terdiri dari beberapa
e ora%u 13

al “\o babungan objektif) adalah apabila pihak

com "$ :
eber gugatan dalam satu perkara sekaligus. Dalam
ébgatan. Jadi yang menjadi faktor kumulasi adalah

pihak tergugat.
lii.  Dan juga terjadi bentuk ku

dan tergugat. Pada kum

X

qugatan digabung dalam satu gugatan. Namun agar
viemenuhi syarat, di antara gugatan itu harus terdapat

. Penggabungan yang Tidak Dibenarkan
Adapun penggabungan yang tidak dibenarkan menurut praktik peradilan, yaitu:
1) Pemilik Objek Gugatan Berbeda
Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan

masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan.

B3 | bid.
136 | bid., him. 107.
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Penggabungan yang demikian balk secara subjektif dan objektif, tidak dapat
dibenarkan.™*’
2) Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang Berbeda
Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan

tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa

gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Meskip tara gugatan
terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan bil% j
tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda.**
3) Gugatan Tunduk pada Kompetensi Absolut y.

Jikaterjadi beberapa gugatan yang masing-masin ada kewenangan

absolut yang berbeda, penggabungan tid i . Sehubungan dengan

pembagian fungsi dan kewenangan ahsolut ati dapat dibenarkan
mel akukan penggabungan gugatan yang ' W@«ya139
4) Gugatan Rekonvens Ti Konvens

Sesual dengan ketentuan gat berhak mengajukan

patokan pada syarat, terdapat
terdapat hubungan erat antara

g dilakukan tergugat melalui gugatan
a nyata gugatan rekonvens berdiri sendiri,
ijatan Yang berdiri sendiri. Sehingga, tidaklah layak

2.5. Pihak dalam Gugatan

" M. YahyaHarahap, Op.Cit., him. 108.
¥ Ipid.

9 1bid., him. 109.

¥ Ipid.
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Di dalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu
pihak penggugat (eiser, plaintif) yang mengagjukan gugatan, dan pihak tergugat
(gedaagde, defendant), dan biasanya orang yang langsung berkepentingan yang aktif
bertindak sebagai pihak penggugat maupun sebagai tergugat. Mereka ini merupakan
pihak materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara
‘- ena merekalah

yang beracara di muka pengadilan. Mereka bertindak un%k -{’i\ !

an atas
namanya sendiri.’**  Adapun masalah-masalah yang terdapat 3
mengenai pihak dalam gugatan yaitu: &

Para pihak dalam gugatan, yakni p gat dan terg haruslah merupakan

yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil,

orang yang benar-benar memiliki keduduk
hukum. Keliru dan salah bertindak a p
mengandung cacat formil. D
sebagal tergugat keliru dan sal )
nibut e ippany@au kesalahan yang bertindak

asitas g tepat menurut
gat atkan gugatan
rang yang ditarik

Cacat formil yang ti

sebagal penggugat ma o@ ang ditg ehagaitergugat, dikualifikasi mengandung
error in per . “Exrot : pungkin timbul atas kesalahan dan
kekeliruan yang disebut diatas, d i ikasi sebagai berikut:**?

- Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.

Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat
menuntut pembatal an perjanjian.
- Tidak cakap melakukan tindakan hukum.

¥ sudikno Mertokusumo, (c), Op.Cit., him. 64.
¥2M. Y ahya Harahap, Op.Cit., him. 110.
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Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan
tindakan hukum.**
b) Salah Sasaran Pihak yang Digugat

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik

sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Yang meminjam uang adalah A,

standi in judicio (yang sah mempunyai w:
c) Gugatan Kurang Pihak (Plurium Liti

juga berbentt 146

plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).
Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama

mempunyai akibat hukum, yaitu:

143 bid., him. 112.
144 | bid.
5 | bid.

146 1 bid., him. 113.
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a) gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan
diskualifikasi mengandung cacat formil;

b) akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima
(nietontvankelijke verklaard).

Tindakan yang dianggap tepat dilakukan penggugat menghadapi putusan

yang menyatakan gugatan mengandung error in persona:**’

pengadilan;
b) Jika cacat yang terkandung dalam gugatan itu diskwalifi
dengan menempatkan orang yang tepat. Begitu jug

sebagai tergugat keliru orangnya d|p I dengan mexari

sebagai tergugat. Jika putusan m kuran ak, gugatan harus

di perbalkl dan disempurnakan d bersangkutan
gat dapat mengajukan

8’anggap pallng efektif dan

ini disebabkan karena kalau digjukan banding maupun kasasi, dan ternyata
putusan itu dikuatkan oleh PT pada tingkat banding dan MA pada tingkat kasasi,

dengan sendirinya hal itu memperpanjang proses penyel esaian.**

7 | bid.
Y8 1pid., him. 114.
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Tinjauan Umum Mengenai Gugatan Class Action

3.1. Pengertian Class Action

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acarg G pok,
class action merupakan suatu prosedur pengajuan gugatan, o g atau
lebih yang mewakili kelompok mengajukan gug irinya, sendiri dan

kesamaan fakta atau kesamaan dasar huku wakil kelompok dan anggota
kelompoknya.'*
Istilah class action berasal dari b

ntut mewakili kelompok besar orang
U per satu anggota kelompok yang

Dalam gugatan class action, seseorang atau lebih yang mau ke pengadilan
sebagai penggugat atau tergugat mewakili kepentingan seluruh anggota kel ompok

149

Indonesia (€), Op.Cit, pdl. 1 butir (a).

150

Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (St.Paul, Minnesota: West Publishing
Co., 1991), page 18, 170.

1 Ibid.

2 Ontario Law Reform Commission, Report on Class Action, (Ontario: Collier

Publishing Co, 1982), page. 5-19, dikutip dari E. Sundari, Op.Cit., him. 8-12.
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lainnya  didasarkan atas adanya kesamaan kepentingan serta kesamaan
permasalahan. Berdasarkan syarat tersebut, maka seseorang atau beberapa orang
yang mau sebagai pihak di  pengadilan, mengajukan tuntutan untuk
kepentingannya sendiri sekaligus untuk kepentingan kelompoknya, karena
kepentingan pihak yang maju dengan kelompok yang diwakilinya adalah sama.
Karena kepentingan sekelompok orang identik, maka sesuai deng

action tersebut, tuntutan cukup digukan oleh salah sﬁg atay,-bel

anggota kelompok tersebut.*

Secara umum, class action merupakan, ~sihoni C [
representatives action (RA), yang berarti:
a) gugatan yang berisi tuntutan melalui prosespengadilan yang diajukan oleh satu

atau beberapa orang yang bertindak agal\ wakil kelompok (class

r epresentatives);

b) perwakilan kelompok itu bertind
atas nama mereka, tetapi %
I

untuk
mereka wakili, tanpam ku
, ti

- a@pa yang dituntut memenuhi sSyarat untuk kemanfaatan bagi seluruh
anggota.™*

3 | bid.

%8 M. Y ahya harahap, Op.Cit., him. 139.
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3.2. Tujuan Class Action

Tujuan class action dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara
Gugatan Perwakilan Kelompok, diatur dalam konsiderans, antara lain sebagai
berikut:**®

1. Mengembangkan Penyederhanaan Akses Masyarakat Memperoleh Keadilan

penyelenggaraan peradilan sederhana, cep transparan, agar

akses masyarakat terhadap keadilan .sem

dikembangkan sistem class action ya%
mengefisienkan proses penyelesaia @.’;

banyak anggotanya.

2. Mengefektifkan Efi'@an an Hukum yang Merugikan
Orang B (b‘
Proses herperkaradengan sistera.gugal

karena:

ena itu, perlu
tifkan atau

tkelompok yang

c) sehingga kalau gugatan diselesaikan sendiri-sendiri, penyelesaian tidak
efektif dan efisien, bahkan dimungkinkan terjadi putusan yang saling
bertentangan.

Menurut huruf d konsiderans, untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi,
sangat dibutuhkan sistem class action, karena dengan cara ini satu orang saja dari

pihak yang dirugikan bertindak sebaga wakil kelompok mengajukan gugatan

55 M. Y ahya harahap, Op.Cit., him .141.
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untuk diri dan sekaligus mewakili kelompok yang jumlahnya banyak, secara
formil gugatan dianggap sah untuk penyelesaian kepentingan seluruh kelompok.
Orang yang tampil sebagai penggugat disebut wakil kelompok atau wakil kelas
(class representative), sedangkan kelompok yang diwakili disebut anggota

kelompok (class members).

3.3. Unsur-unsur dan Persyaratan Class Action

3.3.1. Unsur-unsur Class Action N
Adapun dua unsur pokok dalam pengajuan a% &ss action
adalah, (1) perwakilan kelompok (representative cl d 2) keanggotan
kelompok (members of class). Wakil k pok dan anggota kelompok ini

ay. @dmgw class

yang kepentingannya diwakili oleh

(') ;an maju ke pengadilan
enti ngan kelompok yang

lebih dari satu orang yang berasal

merupakan pihak-pihak dalam class action.™

action di negara-negara common law tidak

k S“memperoleh mandat dari seluruh anggota

prosedur class action.™®

Tidak adanya keharusan memperoleh mandat bagi wakil kelompok dalam
prosedur class action di sisi lain dapat menghasilkan wakil kelompok yang tidak

mampu menyuarakan kepentingan kelompoknya, dan konsekuensinya yang

158 Mas Achmad Santosa, Op.Cit., him. 11.
%7 E. sundari, Op.Cit., him. 31.

158 Mas Achmad Santosa, Op.Cit., him. 12.
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berkaitan dengan kekuatan mengikatnya putusan hakim, anggota yang lain dapat
dirugikan kepentingannya.™

Untuk mengantisipasi adanya wakil yang tidak mampu sehingga dapat
merugikan kepentingan anggota lainnya, dilakukan dengan penerapan prosedur

lain yang harus dipenuhi dalam mengajukan class action, yakni:**°

a. adanya syarat bahwa wakil kelompok harus bertindak jujur

melindungi kepentingan para anggotanya.

<
b. setelah memperoleh ijin dari pengadilan, wakj 0
memberitahukan perihal adanya gugatan actian A

anggotanya.
2. Keanggotaan Kelompok (Members of Cl

Gugatan class action adalah gugatan Ibatkan sekelompok besar
orang. Sekelompok besar orang yang k Ingan wakifi rang atau

lebih tersebut harus m ‘ K aan dan dapat
RGN tidak pilu isebutkan satu per satu

diidentifikasikan secara jelas

anggotanya, misalnya kelomp He> i suatu propinsg yang
menuntut kenaikan upa

atau pulau n
perusahaan

rik, par v udara sebaga akibat terbakarnya

y
at

negara yang menganut common law maupun di negara-negara yang menganut
civil law, adalah bahwa putusan hakim mengikat para pihak yang secara langsung
berperkara. Aturan konvensional di Amerika Serikat menentukan bahwa hanya

pihak yang disebut dalam surat gugatan saja yang terikat dengan putusan hakim.

9 E. sundari, Op.Cit., him. 33.

%0 I bid.

161

Ontario Law Reform Commission, Op.Cit., page.18-19.
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Prinsip konvensional tersebut tidak berlaku terhadap putusan hakim dalam perkara
yang digjukan secara class action, karena dalam class action putusan hakim
mengikat juga pihak-pihak yang tidak disebut secara individual dan tidak ikut
maju di pengadilan tetapi merupakan anggota kelompok. 1%

Keanggotaan suatu kelompok dapat ditentukan dengan dua cara. Cara
tersebut adal ah sebagai berikut:'®®
a) Dengan pernyataan keluar (opting out atau opt out) S

Opt out adalah pernyataan dari anggota kelompo u dari
kelompok setelah ada pemberitahuan tentang digj ny% action.
Bila ketentuan ini yang dipilih untuk menentukan k ot elompok, bagi
mereka yang tidak menyatakan keluar “dianggap m sebagal  anggota
kelompok. Prosedur ini lebih banyak

class action daripada prosedur opt in.*

ipilih ara-neg ang mengenal

Inggris menganut prosedur i i gase I putusan dalam
perkara Wilson v. Church (187%& kagus tergadilan memberikan
catatan sebagai berikut;*® ¢
i in %on is consistent with having
r% ng appointed as an agent, which

Q@

apabila ada yang keberatan, mereka baru menyatakan keluar dari keanggotaan.
Dengan demikian yang ingin dianut dalam kasus tersebut adalah prosedur opt out.

162 Mary Kay Kane, Civil Procedure, (St.Paul, Minnesota: West Publishing, 1991), page.
261, dikutip dari E. Sundari, Op.Cit., him. 31-35.

163 YLBHI-ICEL-KAIL, Laporan Lokakarya — Pelatihan Hak-hak Prosedural yang
Diakomodir dalam UU Nomor 23 Tahun 1997, 19-21 Maret 1998, Puncak-Bogor.

184 E. sundari, Op.Cit., him. 35.

185 Mas Achmad Santosa, Op.Cit., him. 22.
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b) Dengan pernyataan masuk (opting in atau opt in)

Opt in adadah pernyataan dari anggota untuk masuk sebagal anggota
kelompok. Bila ketentuan ini yang dipakai untuk menentukan keanggotaan
kelompok, maka hanya yang membuat pernyataan masuk sgja yang merupakan
anggota kelompok, sedangkan bagi yang tidak membuat pernyataan masuk
dianggap bukan anggota kel ompok. %

(opt-out) atau yang tidak memberikan persetujuann

merupakan pihak, sehingga mereka tidak terikef dengan putusan hakim.*®’
Pilihan opt out akan menghasilkan jum pok yang.lebih besar jika
dibandingkan dengan pilihan opt in. H sebutdikaren ungkinan

pada saat pemberitahuan anggota @t' <gnenget karena tidak
Y\ Keluar, dan‘karena ia tidak membuat

& kelompok. Sebaliknya,

yang menyatakan keluar atau keberatan, maka dalam suatu sengketa cukup
digukan satu kali gugatan, yakni secara class action, dengan demikian akan
mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*®®

166 £ sundari, Op.Cit., him. 35-36
187 1 hid.
1%8 | bid.

189 Mas Achmad Santosa, Op.Cit., him. 12.
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3.3.2. Syarat-syarat Penggjuan Gugatan Secara Class Action

Class action merupakan salah satu spesialisasi prosedur pengajuan gugatan
yang melibatkan orang banyak sebagai pihak dengan satu atau lebih tuntutan.
Apabila para pihak ingin mengajukan gugatan secara class action, terlebih dahulu
harus dipenuhi beberapa syarat.*”

Menurut ketentuan tentang class action di Inggris, @da untuk
mengajukan gugatan class action, yakni (1) adanya segidl orang
(numerous persons), dan (2) adanya kepentingan, pe% ang sama
(common issue, or interest). Dua syarat tersebut dapat dian sebagal syarat
umum dan dijumpa dalam pengaturan ang syarat- class action di
banyak negara, termasuk Indonesia.*"™

Selain kedua syarat tersebut, di %a Seri mas syarat yang
lain, yakni (3) adanya tuntut 3 (@a) (typical claims)

A~o

an@ a@'selur
gidia Iapju r da

serta (4) adanya wakil kelompo

dapat diajukannya gug =1':=

ditambah d i Si

permasalahan, atau k i

jauh berbeda an ketentug
20 ~

T tentang Acara Gb

1. AdaKeompok (Class)
Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan

Kelompok, yang membentuk atau membangun terwujudnya suatu kelompok atau

170

Mary Kay Kane, Op.Cit., page. 251.
11 £ sundari, Op.Cit., him. 37.

2 | pid.
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kelas terdiri dari sekian banyak perorangan (individu). Perorangan yang banyak
itulah yang menampilkan kelompok atau kelas yang dapat diketahui atau
dipastikan yang disebut ascertainable class. Keberadaan kelompok terdiri dari
dua komponen, yaitu:*"

a. Perwakilan Kelompok (Class Representatives)

hukum, memiliki karakter sebagai berikut:
i. Orang yang tampil bertindak mengambil inisiatif
sebagali wakil kelompok. Adapun tindak uku

yaitu:

- Mengajukan gugatan

- Gugatan digjukan, untuk dan atas n N dan igus atas nama

anggota kelompok (one or mo%em rg@m

i, Jumiah wakil kelompok S @
=R

t@%pw banyak agar tidak

Jumlah yang oo
menmbuk”. :i antarél
sulit dicapal, kata sep daa V

ya, k Seorang Saj a, \ 3P tidak memadai jika dihubungkan dengan

- Boleh terdiri dari satu 0
- Dapat jugaterdiri da

ya pelaksanaan \perberitahuan kepada anggota kelompok maupun

edudukan daky kapasitas wakil kelompok menurut hukum adal ah sebagai
kuasa menurut hukum (legal mandatory) atau wettelijke vertegenwoordig, yaitu
peraturan perundang-undangan sendiri (dalam hal ini PERMA No. 1 Tahun 2002
tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) yang memberi hak dan
kewenangan bagi wakil kelompok sebagai kuasa kelompok demi hukum. Dengan

13 M. Y ahya Harahap, Op.Cit., him. 145.
74 Stuart Time, Op.Cit., page. 70.

7> John J. Cound, Civil Procedure: Cases and Materials, (St. Paul Minnesota: West

Publishing, 1985), page. 627, dikutip dari M. Y ahya Harahap, Op.Cit., him. 159-162.
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demikian, tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anggota kelompok, dan
tanpa memerlukan persetujuan dari anggota kelompok, demi hukum bertindak

mewakili kelompok.*"®

Ketentuan ini, sama dengan di Amerika, yang
menggariskan, the individual who wants to initiate a class action, need not get the
permission of potential class members before moving for certification.'”’
iv.  Bagi anggota kelompok yang tidak setuju, diberi hak opti ng (opt out)
Hak opting out yaitu: S
- Menyatakan diri dengan tegas keluar sebagai angg
itu dilakukan dalam batas waktu tertentu; ™"

- Dengan adanya tindakan opt out, kepadanya ti en

dijatuhkan pengadilan.”
v. Syarat wakil kelompok®®®
- Memiliki kgujuran \ ’®
2 @ kel ompok

- Memiliki kesungguhan.mel o, ee>enting

vi. Wakil kelompok dapat m

- Kuasa dapat diganti} b
hakim
- Pen ; .h @%@m melakukan tindakan yang
berteptangan gan membela kepentingan anggota
kelo :
<

Perwakilan Kelompok berbunyi:

kuasa atau penga
eh

i kelompok atau anjuran

176

Indonesia (€), Op.Cit, pdl. 4.

7 John J. Cound, Op.Cit., him. 627.
'’ Indonesia (€), Op.Cit, psl. 8 ayat (1).
Y2 |bid., ps. 8 ayat (2).

8 |bid., psl. 2 huruf c.

8 |bid., psl. 2 huruf d.
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Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan efisien
apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam

gugatan.'®
Memperhatikan ketentuan di atas, agar class action m hi syarat
ditinjau dari unsur anggota kelompok: &3 S
- Sedemikian rupa banyaknya konstituennya, sehin id dan
efisien penyelesaian melalui proses kumul v&s tif atau
melalui prosesintervensi dalam bentuk voeging betdasarkan pasal 279 Ry;

- Oleh karena itu, kalau anggotany. ya terdiri p 5 atau 10 orang,
dianggap tidak memenuhi syarat berpefkaranelaui s class action,
karena masih lebih efektif dan &mé ' gmmﬁ@.

b) Deskrips kelompok @
Dalam gugatan harus jel ' ompok yang terlihat

dalam gugatan class action Féecara tegas dalam pasal

3 huruf b PERMA (No>3 Y fang Acara Gugatan Perwakilan
)N ;

Kelompok y

Perwakilan Kelompok mengatur kemungkinan mempergunakan nama penghuni

daam gugatan class action, asalkan yang menggukan dan yang mengatas-
namakan kelompok itu, benar-benar masih penghuni nyata pada saat gugatan

¥ |bid., psl. 2 huruf a
'8 M. Yahya Harahap, Op.Cit., him. 146.

'8 |ndonesia (), Op.Cit, psl. 3 huruf b.
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digjukan. Sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan pasal 1 huruf b'® yang
mengatakan wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita
kerugian yang mengajukan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang banyak
jumlahnya, berarti tidak selamanya kelompok itu terdiri dari mereka yang berada
pada lingkungan pekerjaan atau kota maupun daerah tertentu, tetapi dapat juga

tertentu. Yang penting dipenuhi, anggota penghunin%a hanyak \Sehingga
memenuhi syarat yang digariskan pasal 2 huruf a yaitu bany 0

u
aindividu

Para prinsipnya, hukum tidak menuntut agar atan \engidentifikasi
anggota kel ompok satu per satu secara indivi
- Apabila mungkin, boleh disebut saty per
- Tetapi dibenarkan menyebut berdasar

- Boleh terbatas pada kota dan d
daerah maupun secara nasional.*®

2. Kesamaan Fakta até

Syarat ua\ya igari pasal 1 huruf a PERMA No. 1
Tahun 2002\tentang Acata Gugat an Kelompok, adalah kesamaan atau
commbnality. Asas k %pa%\l tersebut adalah kesamaan fakta atau

d uk

Dengan demikian, untuk menentukan kategori apakah satu gugatan dapat
digukan dan diproses melaui gugatan class action atau gugatan perdata
konvensional, ditentukan oleh syarat atau faktor:**®

185 | bid., pdl. 1 huruf b.
18 1pid., psl. 2 huruf a
187 M. Y ahya Harahap, Op.Cit., him. 150.

188 |ndonesia (e), Op.Cit., pd.. 1 huruf a
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a) Kesamaan elemen (common element) antara wakil kelompok dengan
anggota kel ompok.

b) Kesamaan elemen yang paling penting menurut pasa 1 huruf a
PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan
Kelompok, adalah kesamaan fakta (same fact), atau kesamaan hukum
yang dilanggar tergugat atau the same question of law.

Kesamaan dimaksud, harus dijelaskan Wakib kelo

representative) dalam gugatan, dengan ketentuan:

a) Tidak berarti kesamaan fakta atau dasar um ersis serupa
secara mutlak.
b) Dimungkinkan adanya perbed engan syarat:
- perbedaan itu tidak substansial prinsipil
- perbedaan yang terjadi di~antara an tid@ persaingan
kepentingan (co {;90 @

3. Kesamaan Jenis Tuntut

Syarat ini berkai n- sy %aan fakta atau dasar hukum.
Namun demiki a @- j an secara implisit disebut dalam
yang beruyi

pasa 1 huru

<

A

pok adalah aNg atau lebih yang menderita kerugian yang
gugatan d igus mewakili kelompok orang yang lebih banyak

Jika ketentuan pasal tersebut diamati, dapat dikemukakan kandungan yang
terdapat di dalamnya, antara lain:'*

18 M. Y ahya Harahap, Loc.Cit.
% |bid., him. 151.
! Indonesia (), Op.Cit, psl. 1 huruf b.

92 M. Y ahya Harahap, Loc.Cit.
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a. ada kelompok yang diwakili oleh satu atau beberapa orang yang mengalami
penderitaan atau bencana;

b. jumlah anggota kelompok banyak (numerousity);

c. di antara wakil dan anggota kelompok terdapat persamaan kepentingan
(common interest);

d. terdapat persamaan penderitaan (common grievance);

e. pemulihan (relief) yang dituntut menurut sifatnya be@anf 5 semua

N

f. bentuk kelompoknya dapat dideskripsi karakteristikqya glas; sehi
tidak sulit mengel ola pengadministrasiannya
Demikian kandungan makna yang apat dalam at kesamaan jenis

tuntutan.*®

anggota kel ompok;

Akan tetapi, tanpa mengurangi penjelasan €iatas, engartikan

kesamaan jenis tuntutan serupa. den mon grievance

dalam arti luas, oleh karena it aan tujuan (common

purpose).'** Tetapi dapat

KESATA0
grievance), dan sebagai aradata
i _ NN
1) timbul oi sam % ami wakil kelompok dan anggota
keloméiék; %

ada nya bentuk kekughan itu nyata (actual loss), atau kerugian

penderitaan (common

erial, tetapi jugads 'R%rugianimateriil.

1) yang paling umum dan redlistis adalah tuntutan pembayaran ganti rugi,
2) akan tetapi dapat juga berbentuk atau diikuti dengan tuntutan:

- permintaan maaf kepada kel ompok

- penutupan perusahaan, dan

- pemulihan (restoration) atas kerusakan yang timbul.

1% John J. Cound, Op.Cit., him. 628.

% Ontario Law Report, Report on Class Action , vol. 1, (Ministry of Attorney General,

1982), page. 12, dikutip dari E. Sundari, Op.Cit., him. 45-50.
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Dari penjelasan tersebut pada dasarnya kesamaan jenis tuntutan merupakan
rangkaian dari kesamaan kepentingan (common interest) dan kesamaan
penderitaan (common grievance). Dari rangkaian itu lahir dan terwujud kesamaan

jenis tuntutan hukum.**®

3.4. Prosedur Class Action di Indonesia

Perwakilan Kelompok, maka untuk hukum acara dalam

ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang bérlaku (HIR/RBg). ™
Untuk mewakili kepentingan hykum ota
tidek dipersyaratkan memperoleh surat kh i drigootak
5. cll '
' ;

J

persidangan kuka pihak biasanya diwakili atau memberikan
kuasa kep
g Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
alui tahapan-tahapan: **

QRN

gug atan secara class action;

4. Pemeriksaan dan pembuktian dalam class action;

5. Pelaksanaan putusan.

% M. Y ahya Harahap, Op.Cit., him. 152.
“® Ibid.
197

Indonesia (€), Op.Cit, pdl. 4.

198 £ Sundari, Op.Cit., him. 71.
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Untuk lebih jelasnya maka tahapan-tahapan tersebut akan diuraikan di
bawah ini.

3.4.1. Permohonan Pengajuan Gugatan secara Class Action

Menurut pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan
Perwakilan Kelompok, permohonan gugatan secara class action, dapat digjukan
dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok dengan
ketentuan sebagai berikut:'% S

a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingg

dan

efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri bersama-
sama dalam satu gugatan;

b. Terdapat kesamaan fakta atau peristi an kesam asar hukum yang

diri
digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat \kesamaan-jenis tuntutan di

antarawakil kelompok dengan anggotatkel omp

1 gl/gﬂ kesun uk melindungi
\3.95, i

el |%pok untuk - melakukan
kan tindakan-tindakan yang

ada

melindungi kepentingan anggota

-persyaratan formal surat gugatan yang

fat& yang berlaku seperti mencantumkan identitas

PERMA No. 1 Tahun 2002 harus memuat hal- hal sebagai berikut :?®

a. ldentitas lengkap dan jelas wakil kelompok;

b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan
nama anggota kelompok satu persatu;

%9 | ndonesia (e), Op.Cit, psl. 2.

2% hid., pd. 3.
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c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan
kewajiban melakukan pemberitahuan;

d. Positadari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kel ompok,
yang teridentifikas maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara

jelas dan terinci;

e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan b
kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama

kerugian yang berbeda;
f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus di u%ﬂ

rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata istribusian ganti

kerugian kepada keseluruhan anggota ompok termasuk usulan tentang

pembentukan tim atau panel yang perl endistribusian
ganti kerugian. @

Mekanisme sert|f|k clAss a | G? dalam pasal 5 ayat (1)

‘ 13 Perwakilan Kelompok. Pasal
ini berbunyi: X

P

m erti angk teri
2.201

idangan, hakim wajib memeriksa dan
an perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud

Pada tahap
gugatan dapat diproses dengan mekanisme gugatan class action. Seperti halnya

al permulaan pemeriksaan, hakim memeriksa apakah

mekanisme sertifikas di negara-negara Anglo Saxon, dalam tahap sertifikas ini,
hakim juga memeriksa apakah syarat-syarat gugatan class action telah terpenuhi
dalam suatu gugatan, dan apakah class action merupakan prosedur yang tepat
dalam melakukan gugatan dengan kepentingan yang sama tersebut. Setelah hakim
memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan class action, maka :2*

201

Indonesia (€), Op.Cit.,pdl. 5 ayat (1).
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1. Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan
kelompok (class action) dinyatakan tidak sah maka pemeriksaan gugatan
dihentikan dengan suatu putusan hakim dengan amar putusan menyatakan
gugatan tidak dapat diterima atau N.O (Niet Ontvankelijk verklaard), demikian
pula jika hakim berpendapat bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa
dan mengadili perkara tersebut, maka amar putusannya ak enyatakan
bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa %erk t. Atas
putusan ini maka pihak penggugat dapat mengajukan upa

2. Apabila hakim menyatakan sah maka gugatan cl

action\ter tuangkan
dalam penetapan pengadilan, kemudian hakim memerintahikan penggugat

mengajukan usulan model pemberit untuk m oleh persetujuan

hakim.

3. Setelah model pemberitahuan mem% per an h&i@t&k penggugat
melakukan pemberitahuan .‘niu %kel om dengan jangka
waktu yang ditentukan oleh h .

3.4.3. Pemberitahug @
Setel i menituske
elompok atakan
t :
N

haki "\} shkan kepada penggugat/pihak yang

k
m

diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk

menentukan apakah mereka menginginkan untuk ikut serta dan terikat dengan

2% susanti Adi Nugroho, Refleksi Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)
di Indonesia, (Mahkamah Agung RI, 2002), him. 21.

293 Emerson Y untho, Loc.Cit.
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putusan dalam perkara tersebut (opt in)** atau tidak menginginkan yaitu dengan
caramenyatakan keluar (opt out) dari keanggotaan kelompok.?*

Dalam pemberitahuan tersebut juga memuat batas waktu anggota kelas
untuk keluar dari keanggotaan (opt out), lengkap dengan tanggal dan alamat yang
dituju untuk menyatakan opt out. Dengan demikian pihak yang menyatakan keluar
dari keanggotaan kelompok tidak terikat dengan putusan perkara

tersebut.?® S

Menurut pasa 1 huruf e PERMA No. 1 Tahun cara
Gugatan Perwakilan Kelompok, yang melakukan p erité% anggota
kelompok adalah panitera berdasarkan perintah hak C pemberitahuan
kepada anggota kelompok dapat dilaku melalui m cetak dan atau
elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti an, kel an atau desa,
kantor pengadilan, atau secara langsung. kep ggot ersangkutan

sepanjang dapat diindentifikasi herd ' !
Pemberitahuan wajib 0 itau para penggugat
n

sebagai wakil kelompok kepada elompol ?ahap-tahap 204

mekani eluar)

perny
ahap el

amaian tersebutjuga harus melakukan pemberitahuan kepada anggota
kelompoknya.

204

1. Segera setelah h an & \
perwakil o&'n akan a tahap ini harus juga memuat
at %

Opt-in merupakan pernyataan dari anggota untuk masuk sebagai anggota kelompok,
sehingga hanya anggota kelompok yang membuat pernyataan masuk saja yang merupakan anggota
kelompok, yang tidak membuat pernyataan masuk dianggap bukan anggota kel ompok.

2% | pid.
2% | hid.

27 E. Sundari, Op.Cit., him. 77.
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Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan
Kelompok, mengatur mengenai mekanisme pemberitahuan ini. Pada ayat (1)
disebutkan beberapa cara ataupun media yang dapat dipakai untuk mengadakan
mekanisme pemberitahuan. Ayat ini berbunyi sebagal berikut:

Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melaui media

cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, urahan,
atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada aniggot mpok

yang Dbersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikes ardasarkan
persetujuan hakim.?%

Substansi pemberitahuan/notifikas IRk u us jelasdan rinci. PERMA
No. 1 Tahun 2002 tentang Acara % erwakilan ok mengatur

mengenai substansi pemberitahuan da 7 ayat (3) .
Pasal 7 ayat (4) menyebatka @a dafam p i harus memuat:
a) nomor gugatan dan identitas.pengougs a gugat sebagai wakil

b) penjelasan singk
c) penje

d) penjel ari impti

h) apabila dibutunkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang

tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;

1) formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur
dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;

j) penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan digjukan;

208

Indonesia (€), Op.Cit.,pdl. 7 ayat (1).
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Menurut Mas Acmad Santosa, dalam hal ganti kerugian pada gugatan
secara class action, pemberitahuan kepada masyarakat atau masing-masing
anggota kelompok untuk mengambil sikap (opt in atau opt out) harus
disampaikan. Opt in adalah mekanisme dimana anggota kelompok memberikan
penegasan bahwa mereka benar-benar merupakan bagian dari class action.
Sedangkan Opt out adalah kesempatan untuk anggota kelompok mehyatakan diri

keluar dari class action apabila tidak menghendaki @1enj dari
gugatan.?®

PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara elompok
sendiri hanya mengatur mengena pemberitahuan dan keluar (opt

out), sedangkan mengenai pernyataan y menyatakan agal bagian class
action (opt in) tidak diatur. Hal ini disgbabk rosedur pernyataan keluar
atau opting out lebih sederhana daripada.prosedu ng inCsehainNitu juga akan

lebih besar, karena para anggota
W) P 09

keluar adalah suatu bentuk pernyataan
<}jiajukan kepada pengadilan dan/atau pihak
ompok yang menginginkan diri keluar dari

kelompok class action, maka secara hukum tidak terikat dengan putusan atas
gugatan tersebut. Sedang pihak lain (penggugat pasif) yang tidak menyatakan
keluar (tidak opt out) akan terikat dalam putusan class action tersebut, baik
gugatan dikabulkan maupun gugatan tidak dikabulkan. Dalam hal tuntutan class

?% Mas Achmad Santosa dan Indro Sugiharto, Class Action: Sekedar Trend atau Senjata
Ampuh (Refleksi atas Putusan Pengadilan), Buletin Informasi Hukum dan Advokasi Lingkungan,
(ICEL, September 2002), him. 2.

29 E sundari, Op.Cit., him. 162.
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action ditolak, penggugat pasif ini tidak dapat lagi mengajukan gugatan untuk
kasus yang sama. Sebaliknya jika tuntutan class action dikabulkan ia berhak

menerima ganti kerugian yang ditetapkan.**

3.4.4. Pemeriksaan dan Pembuktian dalam Class Action
Proses pemeriksaan dan pembuktian dalam gugatan class™astion adalah

sama seperti dalam perkara perdata pada umumnya sep%ti y ' dalam
HIR/Rbg, hal ini disebabkan karena PERMA No. 1 Tahu cara
Gugatan Perwakilan Kelompok belum mengatur m@ ksaan
dan pembuktian dalam acara gugatan class action. A n p pemeriksaan
dan pembuktian dalam class action yaitu : %

1. Pembacaan surat gugatan oleh penggugat;
2. Jawaban dari tergugat;

3. Replik atau tangkisan penggu ann y paikan oleh
tergugat; a@

0 <gtdalamreplik;
kti-bukti dan mendengarkan

Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan class action,
seperti jumlah, kesamaan fakta, kesamaan hukum, kesamaan tuntutan, dan
wakil kelompok. Hakim memutus sah dan tidaknya penggunaan tata acara

gugatan class action pada suatu perkara dengan suatu penetapan hakim.

2 bid., him.3.

2 Flise T. Sulitini dan Rudi T. Erwin , Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-
Perkara Perdata, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, Desember 1987).
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b) Proses notifikasi (pemberitahuan) yang diadakan segera setelah hakim
menetapkan bahwa pengajuan tata cara gugatan class action dinyatakan sah.
Menurut pasal 5 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan
Perwakilan Kelompok, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan

model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. Pemberitahuan

su
maka putusan hakim dalam gugatan class action dapat berupa putusan yang
mengabulkan gugatan penggugat (baik sebagian maupun seluruhnya) atau
menolak gugatan penggugat.

Putusan menurut pasal 9 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara
Gugatan Perwakilan Kelompok yaitu:

213

Indonesia (€), Op.Cit.,pdl. 9.
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Dalam hal gugatan ganti kerugian dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah
ganti rugi  secararinci, penentuan kelompok dan atau sub-kelompok yang berhak
menerima, mekanisme pendistribusian ganti kerugian dan langkah-langkah yang
wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian,
seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.”**

Pada dasarnya eksekusi putusan perkara gugatan class actiotdilakukan

eksekusi putusan harus dilakukan sesuai dengan erkara yang

bersangkutan, sedangkan dalam amar put cl action yang
mengabulkan gugatan ganti kerugian m la perintéh agar penggugat
mel akukan pemberitahuan kepada anggeta kel ompok,\serta peri pembentukan
komisi independen yang komposi & dalam amar

putusannya guna membantu k
setelah diadakannya pemberital
terbentuk, tidak tercapai

e iﬁhibusia% sekusi dilakukan
o an%IQ mpok, komisi telah
% a belah pihak tentang

bersedia secara sukarela

penyelesaian ganti
melaksanak &}
Dd% sebu %ﬁi kerugian yang harus dibayar oleh
akan [eh \
: N

secara administratif di bawah koordinas

besarnya kerugian yang dialami oleh kel ompok.

3.5. Perkembangan Class Action di Indonesia
3.5.1 Sgarah Singkat Class Action di Indonesia
216

Sejarah class action di Indonesiadibagi menjadi tiga periode:

1% | bid.

3 | bid., him. 84-86.

?1® Emerson Y untho, Loc.Cit.
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1. Sebelum terbentuknya Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengel olaan Lingkungan Hidup

2. Setelah terbentuknya Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Setelah terbentuknya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan

Perwakilan Kelompok.

Adapun yang menjadi tolak ukur dari pengakuag> cl%adalah
dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang P ngan
Hidup. %

1. Periode sebelum terbentuknya Undang<uridang No. 23 un 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebelum tahun 1997, meski pu% ad \
mengenal class action, namun gug ction s (\
< g.l .

dalam dunia peradilan di Ind

Bentoel Remaja, Peru :
Bentoel Remajadi an
jel

n pen terh
d

ang-und .N\23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Pengacara R.O-Tambunan sebagal pengacara, mewakili Remaja Indonesia
menggugat PT Bentoel, Pemda DK, Pemerintah RI cq Dirjen Hak Cipta; Radio
Prambors 102,3 FM, berturut-turut sebagai tergugat |, 11, 11, dan 1V. Mendalihkan
dalam gugatannya bahwa ia tidak hanya sgja mewakili dirinya sebagai orang tua
dari anaknya, akan tetapi juga mewakili seluruh generasi muda yang diracuni
karena perusahaan rokok Bentoel.

Putusan Pengadilan:

(1) Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

217 pytusan No. 533/Pdt.G/87/PN.Jkt.Pst.
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(2) Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara
Pertimbangan majelis hakim adalah, gugatan harus didasarkan pada
adanya kepentingan hukum sgjalah yang dapat diterima sebagai dasar gugatan
sebagaimana disebutkan dalam adagium hukum yang berbunyi “tidak ada
kepentingan, makatidak adaaksi” (point d’interest, point d’ action).
b. Demam Berdarah®®

Jakarta lainnya yang menderita wabah serupa.
Putusan Pengadilan:

Dalam eksepsi menolak eksepsi tergug
Dalam pokok perkara: @
@ 2 r@nya

eri Jakarta Selatan tahun 1992,
menggugat atas nama mereka, sekaligus

u%h Ialnnya Sayangnya permintaan penerapan

yang dapat diterima oleh pengadilan dengan pertimbangan:**
a. Gugatan class action bertentangan dengan adagium hukum yang berlaku
bahwa tidak ada kepentingan maka tidak aksi (point d'interest, point

d’ action).

218 pytusan No.432/Pdt.G/90/PN. Jkt.Pst.

21 pytusan No. 98/Pdt.G/92/PN. Jkt.Sel

220 Emerson Y untho, Loc.Cit.
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b. Pihak penggugat tidak berdasarkan pada suatu Surat Kuasa Khusus, dalam
pasa 123 HIR disebutkan bahwa untuk dapat mewakili pihak lain yang
tidak ada hubungan hukum diperlukan suatu Surat Kuasa Khusus.

c. Belum ada hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai gugatan
class action, baik soal definis maupun prosedural mengagukan gugatan
class action ke pengadilan.

2. Periode setelah terbentuknya Undang-ufhdang No. 23
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Class action dalam hukum positifodi Indo

setelah diundangkannya UU Lingku i

pula dalam UU Perlindungan %

Namun pengaturan class a m O
sgja. Selain itu UU No .@"< §\.

AW

: &e‘ & kelompok. Gugatan secara class action

i proseduryang sama dengan gugatan perdata biasa %"

1997 yang berbunyi:

Masyarakat berhak menggjukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau
melaporkan ke penegak hukum mengena berbagai masalah lingkungan hidup
yang merugikan peri kehidupan masyarakat.??

2 E. Sundari, Op.Cit., him. 153.

2 |ndonesia (a), Op.Cit., psl. 37 ayat (1)
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Sedangkan penjelasan pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 yaitu:

Yang dimaksud hak mengaukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak
kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah
besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan
tuntuta2r213 yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakanlingkungan
hidup.

Penjelasan pasal 37 ayat (1) Undang-undang Xo: % merupakan

penjelasan terhadap beberapa hal, yaitu:

1. Hak sgiumlah kecil masyarakat untuk iri mereka sendiri dan orang

lain dalam jumlah yang besar;
2. Pihak yang diwakili dalam jumlah %ar (n
3. Kesamaan permasal ahan, fa /danuntut ang mewakili dan
com%m%gn typicality).

Mengingat keterbatasan perfiahamar tenta%d
maka Pengadilan ~pe nggali i ural  untuk memudahkan

penerapanny
tanggal 26 ‘April 20

Ind iaNom

ousi members);

diwakili (penggabungan

N-E sebut, Mahkamah Agung pada
enge% aturan Mahkamah Agung Republik

Délam kasus kenaikan harga gas LPG ini penggugat yang merupakan wakil
kelas dibagi menjadi 7 (tujuh) kelompok berdasarkan wilayah tempat tinggal. Para
wakil kelas memberikan kuasa kepada Komite Advokasi Pemakai Anti Kenaikan
(KAPAK) LPG yang terdiri dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat.

Gugatan ini digukan kepada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

23 | bid., penjelasan psl 37 ayat (1)

2% gri Laksmi Anindita, Pelaksanaan Hak Gugat Perwakilan (Class Action) di
Pengadilan Negeri Indonesia, (Tesis Fakultas Pascasarjana Bidang Hukum Ekonomi Studi Ilmu
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2005), him. 60.
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Negara (Pertamina), Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina, dimana
masing-masing sebagal Tergugat | dan Tergugat 1.

Gugatan tersebut digukan sebagai aksi menolak kenaikan harga jual Elpiji
(LPG) sebesar 40% berdasarkan SK No. Kpts. 097/C000/2000-S3 tanggal 2
November 2000. Dasar hukum pengajuan gugatan ini adalah Undang-undang No.
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Putusan Hakim\ Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat adal ah:

<
Dalam eksepsi:
- Menolak eksepsi tergugat | dan tergugat |1 untu uru&

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian;

- Menetapkan para penggugat bertindak kedudu hukum untuk
mewakili kepentingan hukum masy%kon Elpi abek;

-  Menerima gugatan masyar ateg> elpiji ' i
penggugat; ZEE

-  Menyatakan tergugat | daf t md@%uatan melawan hukum;
%@@%

egeri Jakarta Pusat tahun 2000 digjukan

hukum dengan tidak memberikan peringatan bahaya terhadap bencana banjir yang
terjadi di wilayah DK Jakarta.

Putusan Pengadilan;

Tentang eksepsi

- Menolak eksepsi pihak tergugat I, 11, dan turut tergugat untuk seluruhnya;
Tentang pokok perkara;

“2pytusan Pengadilan Negeri No. 83/Pdt.G/2002/Pn.Jkt.Pst.
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- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.
389.000,-
c. Gugatan PT. KAI (Kereta Api Indonesia)®®®
Gugatan digjukan oleh 5 (lima) orang penggugat yang bertindak sebagai

bertindak sebagai tergugat |, I1, I11, dan V.

Alasan pengajuan gugatan ini adal bat terJ adiny.
Empu Jaya dengan KA Gaya Baru Mal gungan Barat,
Kabupaten Brebes pada tangga 25 D ber 2 digjukannya
gugatan ini adalah Undang-un % éahun g Perlindungan
Konsumen dan Undang-undan Shun 1 t Perkeretaapian.
Putusan Pengadllan Negerl

: ’i II%> untuk seluruhnya.

- Menyatakan tergugat | telah melakukan perbuatan melawan hukum yang

menimbulkan kerugian bagi para penggugat.

Menghukum tergugat | untuk membayar ganti rugi, dst.

w

Periode setelah terbentuknya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara
Gugatan Perwakilan K elompok %’

“pytusan Pengadilan Negeri No. 114/Pdt.G/2002/Pn.Jkt.Pst.
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Sebelum dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan
Perwakilan Kelompok, banyak terdapat kesulitan penggunaan prosedur gugatan
class action di pengadilan, walaupun dalam pasa 39 UU No. 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dikatakan bahwa

Tata cara penggjuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup.>oleh orang,
masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pad Acara
Perdata yang berlaku.??®

<
Namun dengan kehadiran PERMA No. 1 Tah 2t Xara Gugatan

Perwakilan Kelompok tidak dapat dipungkiri

ah bany bantu pel aksanaan
pengajuan gugatan class action, minimal im sekararig telah mengetahui
prosedur beracara walaupun masih ak y us diperbaiki.

Bentuk gugatan class action pada gan alam perkara

t petitum, namun
us dijelaskan beberapa

A No. 1 Tahun 2002.%%°

perdata biasa yang berisi identitas,p

dalam gugatan class action/peny

Adapun contoh kasu telah terbentuknya PERMA
No. 1 Tah - \ﬁ) Perwakilan Kelompok yaitu kasus
Longsor M ' elasanya adalah sebagal berikut:

a hari

korban jiwa maupun harta benda yang cukup besar, yang mana banjir dan longsor

tersebut  disebabkan oleh antara lain  karena kondisi  topografi,
kerusakan/pencemaran lingkungan, pemanfaatan tanah yang tidak sesual dengan
fungs dan peruntukannya sebagai kawasan hutan lindung, adanya kebakaran

2T E. Sundari, Loc.Cit.
228 |ndonesia (a), Op.Cit., pd. 39.

2 grj Laksmi Anindita, Op.Cit., him. 55-57.
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hutan dan curah hujan di atas norma terus menerus selama tujuh hari. Oleh
karena itu, masyarakat setempat melakukan gugatan class action dan menggugat
Direksi Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah setempat ke Pengadilan Negeri
Bandung.

Di tingkat pengadilan negeri tersebut, hakim memenangkan perkara

penggugat. Merasa tidak puas dengan keputusan hakim t%seb
Perhutani dan Pemerintah Daerah Jawa Barat melakukan b

pihak masyarakat setempat tersebut. Kembali merasati uas dengan keputusan

Pengadilan Tinggi, Direksi Perum Perhutapi dan Pemerint aerah Jawa Barat

mengajukan kasas ke Mahkamah Agung. ah mati kasusnya

dengan seksama, akhirnya M ahkamah “Agung A@ng digjukan

pihak Direksi Perum Perhutani @ aerah @ 230
uk

3.5.2. Class Action <ﬁeei a

Adapun peratur 9 g-u Indonesia yang mengatur
mengenai pr actioy yait
1. UU No. 28\Tahun 19 entan : san Lingkungan Hidup
am

al

ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili
masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan
permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup.**

“Orernandes Raja Seor, “Analisa Kasus Mandalawangi”, <
http://raja1987.blogspot.com/2008/12/anali sa-kasus-mandal awangi.html>, 1 Juli 2009.

231

Indonesia (a), Op.Cit., pd. 37 ayat ().
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2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 46 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa
gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh kelompok konsumen
yang mempunyai kepentingan yang sama. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 46
ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa Undang-undang ini (Perlindungan

Konsumen) mengakui gugatan kelompok atau class action.?

Gug kelompok
Nugikan dan

ukti

atau class action harus digjukan oleh konsumen yang ben%-b

dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya

transaksi.

3. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Dalam pasal 38 ayat (1) UU No. 18 Fahun 1999 t g Jasa Konstruksi

disebutkan bahwa masyarakat yang dirugik ib araan pekerjaan
konstruksi berhak mengajukan gugatan ke p ilan (a8 orang
perorangan; (b) kelompok or S@ elompok orang
tidak dengan kuasa melalui , dalam penjelasan
pasal 38 ayat (1) UU No. b‘ Konstruksi disebutkan
bahwa yang dimaksud Y \. atan perwakilan” adalah hak
sekelompok keci { 'Pr \ ewak|I| masyarakat dalam jumlah

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan pasal 39 UU
No. 18 Tahun 1999 disebutkan bahwa khusus gugatan perwakilan yang digjukan

oleh masyarakat tidak dapat berupa tuntutan membayar ganti rugi, melainkan
hanya terbatas gugatan lain, yaitu :
a. Memohon kepada pengadilan agar salah satu pihak dalam penyelenggaraan
pekerjaan konstruks untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang
berkaitan dengan kewajibannya atau tujuan dari kontrak kerja konstruksi;

%2 |ndonesia (b), Op.Cit., ps. 46 ayat (1) huruf b.
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b. Menyatakan seseorang (salah satu pihak) telah melakukan perbuatan
melawan hukum karena melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan
bersama dalam kontrak kerja konstruksi;

c. Memerintahkan seseorang (salah satu orang) yang melakukan usahalkegiatan
jasa konstruks untuk membuat atau memperbaiki atau mengadakan
penyelamatan bagi para pekerjajasa konstruksi.?*

4. UU No. 41 Tahun 1999 tentang K ehutanan

Pengaturan mengenai gugatan class action dalam U 1999
tentang Kehutanan diatur dalam Pasal 71 ayat bahwa
masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakllan |Ian dan atau

melaporkan ke penegak hukum terhad erusakan hu yang merugikan
kehidupan masyarakat.***
5. Peraturan Mahkamah Agung (P No @rtmg Acara

Gugatan Perwakilan Kelomp

PERMA ini mengatur tata cara gugatan

perwakilan kelompok (cl ahun 2002 tentang Acara

Gugatan Perwakilan Ké 0
S

kelompok, penyelesaian perdamaian.

Bab Il mengenai pemberitahuan/ notifikasi. Dalam bab ini diatur mengenai tata
cara pemberitahuan bagi anggota kelompok, sehingga anggota kelompok dapat

?** Indonesia (d), Op.Cit., psl. 38 ayat (1) dan psl. 39.

234

Indonesia(c), Op.Cit., pd. 71 ayat ().

> Indonesia (e).
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menyatakan dirinya keluar keanggotaan apabila tidak menghendaki hak-haknya
diperjuangkan melalui gugatan perwakilan kelompok serta sarana pemberitahuan.

Bab IV mengenai pernyataan keluar. Di dalamnya dijelaskan bahwa hanya
anggota kelompok yang ingin menyatakan dirinya keluar wajib memberitahukan
secara tertulis dan bagi yang tetap ingin bergabung tidak perlu melakukan

tindakan apa-apa.
Bab V mengenai putusan. Putusan dalam gugatan perwa@ilan wajib
mengatur hal-hal seperti jumlah ganti kerugian secara rinci, {enent pok

dan atau sub kelompok yang berhak, mekanisme p rib g ugian.

kan-bahwa ketentuan
lain yang telah diatur dalam hukum erdata tetap™Perlaku di samping
ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2002tertang Acara Gugatan Perwakilan
Kelompok ini. \ @
. sk
5.3. a

Bab VI mengenai ketentuan penutup. Dalam bab ini di

kepala keluarga melawan 3 perusahaan
‘ uﬁg (perkara No. 134/Pdt.G/1997/PN. Jkt Sel).

gatan Yayasad LBH Riau (Firdaus Basyir) melawan 4 Perusahaan
Perkebunan di Riau (kasus asap akibat kebakaran hutan dan lahan) (No.
32/Pdt/G/2000/PN/PBR).

4) 139 penarik becak mewakili juga 5000 orang penarik becak di Jakarta vs
Pemerintahan Rl cg. Menteri Dalam Negeri cg. Kepaa Daerah Khusus
Ibukota Jakarta (Perkara No. 50/Pdt.G/2000/PN.Jkt Pst).

3® Emerson Y untho, Loc.Cit.
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5) Gugatan 37 warga Deli Serdang melawvan DPRD Kabupaten Deli Serdang
dan Bupati Deli Serdang (Perkara No. 134/Pdt.G/2001/PN.LP).

6) Gugatan Ali Sugondo Cs (10 orang) mewakili 34 juta penduduk Jawa Timur
melawan 18 Anggota Komis B DPRD Propinss Jawa Timur (kasus
perjalanan studi banding para anggota DPRD Jawa Timur) (Perkara No.
593/Pdt.G/2000/PN.SBY).

7) Gugatan Didik Hadiyanto Cs melawan Saleh Ismail I%and

8) Gugatan korban kecelakaan kereta api di Brebes

Indonesiadi Pengadilan Negeri Jakart pada 13 Me>2002.
9) Gugatan class action SPI (Serikat Peng Indonesia) k a Ketua Badan
Pengawas Pembangunan Daerah (Bappeda) D amb ono sebagai
| <>DPRD a Tergugat I,
wadin Ahm Tergugat 111, dan PT
Pembangunan Jaya Ancol, ( i %IV. Di PN Jakarta Pusat
padabulan Mel 2o
10) Gugatan ju : representatives) gas elpiji sebagai

(class members) kepada Pertamina
Jakarta Pusat bulan Oktober 2001.

‘ 1 \gifakukan pedagang kaki lima (PKL) yang menjadi korban
3 Karang Anyer Jakarta Pusat terhadap Gubernur DKI, di PN
Jakarta Pusat tahun 2001.

13) Gugatan 15 orang warga yang mengatasnamakan seluruh warga DK Jakarta

Kepala Dinas Tata Kota D

perwaki

terhadap Presiden Megawati Soekarnoputri, Gubernur DK Jakarta Sutiyoso
dan Gubernur Jabar R. Nuriana atas peristiwa banjir yang terjadi pada akhir
Januari hingga awa Februari 2002 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
tanggal 13 Maret 2002.
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Analisis Kasus Penggabungan Pemeriksaan Perkara Gugatan Class Action
Nomor 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst yang Diperiksa di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dengan Perkara Gugatan Class Action
Nomor 480/Pdt.G/2007/PN.Tng yang Diperiksa di Pengadilan Negeri
Tangerang Tentang Perlindungan Konsumen Pengguna J ayanan

Bergerak Seluler (Class Action Telkon@el) %
4.1. Kasus Posisi &
Bahwa pada tanggal 19 Desemb 07, Lukman™Arifin, SH sebagai
kuasa hukum atas nama Nurmansyah d ai wakil-wakil kelompok
pelanggan kartu seluler Simpati Tdk%ﬂeﬂt lndosat omsel, IM3

Indosat, Halo Telkomsel, Matri Inc@ L Jgnpol, . dan XL Bebas
yang berkedudukan di Tanger asifg-masing berti untuk dan atas nama
, %a?

konsumen jasa layanan

onsumen/pengguna jasa layanan bergerak telepon seluler dari Telkomsel

Indosat, dan Excelcomindo yang merupakan tergugat pada gugatan
perkaraini, di wilayah Indonesia.

2. Bahwa wakil kelompok maupun anggota kelompok maupun sekelompok

orang atau orang yang sama-sama menderita kerugian akibat pengenaan

atau penetapan tarif yang tinggi atas pemakaian jasa layanan bergerak

21 |ihat lampiran | (Gugatan Perwakilan Kelompok/ Class Action di Pengadilan Negeri
Tangerang)
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seluler dengan operator Telkomsel, Indosat, dan Excelcomindo, oleh
karenanya para penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi.
3. Bahwa kerugian dari para penggugat adalah adanya pemberlakuan tarif
yang tinggi yang harus dibayarkan oleh para penggugat, berdasarkan pasal
45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Jahun 1999

K onsumen®® dan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor

Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
4. Bahwa wakil kelompok mempunyal fakta d ep%m K
anggota kelompok, yakni sama-sama konsumen pengguna jasa seluler
dari Telkomsel, Indosat, dan Excel indo sebagal prhak tergugat, yang
pi hak-pihak

merupakan mexderita ugian atas

i. O a itu, para
atan perwakilan

agar para tergugat
erbuatan melawan hukum

Republik Indenesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan
Perwakilan K elompok.
Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang daam sidang
pendahuluan tanggal 25 Februari 2008 telah menerbitkan Penetapan Pendahuluan

%8 |ndonesia (b), Op.Cit.,psl 45 ayat (1).

% |ndonesia (i), Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, LN.
No. 324 Tahun 1999, TLN No. 4378.

0 |ndonesia (j), Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi.

Universitas Indonesia

Penggabungan pemeriksaan..., Farah Primadini, FH Ul, 2009



86

yang menyatakan bahwa para penggugat memenuhi kualifikasi mewakili
kelompok mereka, menyatakan bahwa Magjelis Hakim menerima gugatan para
penggugat sebagai gugatan perwakilan kelompok, serta menyatakan bahwa
penetapan ini adalah sementara sampai putusan sela sehubungan dengan eksepsi
paratergugat diterbitkan oleh Mgelis Hakim.

Lalu pada bulan April 2008, di Pengadilan Negeri Jak Pusat telah
terdaftar perkara gugatan perwakilan kelompok yanggdiaj Dwi

Mardianto, S.H selaku kuasa dari Adi Partogi Singal yang
bertindak untuk dan atas nama diri sendiri berti elompok
konsumen pengguna kartu As, Halo, Simpati Telkomsel}\ M I, Im3, Matrix

Indosat, XL Explore, XL Jempol, dan XL’ Bebas di wil hukum Republik
Indonesia. Para penggugat ini mengajukan erwakilan. kelompok/class
action kepada Temasek Holdings Limited, Sing T ologies Telemedia

S
PTE LTD, Telkomsel, Indosat, anl S @

Adapun gugatan yang di an.Oleh/para pengg e Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat antaralain sebagal beri @ ©

enggugat berdasarkan pasal
ahun 1999 tentang Perlindungan

hggugat memiliki hak untuk menggugat berdasarkan pasal
1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa para penggugat adalah konsumen pengguna jasa layanan telepon
seluler di  Indonesia dengan operator Telkomsel, Indosat, dan
Excelcomindo selaku pel aku usaha yang mengalami kerugian sebagaimana
ketentuan pada pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.?*

! |ndonesia (b), Op.Cit., ps. 1 angka 3.
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5. Bahwa gugatan perwakilan kelompok ini berdasarkan pasal 46 ayat (1) b
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

6. Bahwa kerugian konsumen dalam perkara aquo timbul akibat dari adanya
kepemilikan silang antara para tergugat tersebut, yang menyebabkan para
penggugat harus menanggung tarif percakapan yang lebih maha atau
tinggi dari yang seharusnya.

pihak tergugat (Telkomsel dan Indosat)

(Telkomsel dan Indosat) antaralain seb< t: @
S u&@w kuasa hukum dari

<Berkara a quo tidak ada
agaimana yang diatur dalam

Office Arifin dan Associates.
aw Office Arifin dan Associates
a a quo, sehingga tidak memiliki hak

Office Arifin dan Associates tersebut dapat dipertimbangkan dan dinilai
dalam proses pemeriksaan a quo, dan

2. Gugatan perwakilan kelompok a quo merupakan duplikas dari gugatan
perwakilan kelompok yang telah digjukan sebelumnya di Pengadilan
Negeri Tangerang (karena memiliki kesamaan anggota kelompok yang
diwakili, tergugat, materi sengketa yang dipermasalahkan, tuntutan
ganti rugi yang diminta, dil).

22| ihat Lampiran |l (Surat Tanggapan Pihak Tergugat Telkomsel dan Indosat).
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Maka, jalan keluar yang seharusnya diambil oleh Mgelis Hakim bukanlah
dengan cara melakukan penggabungan perkara a quo dengan perkara gugatan
perwakilan kelompok di Pengadilan Negeri Tangerang, melainkan dengan cara
menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menggugurkan perkara a quo. Ha
tersebut dikarenakan:

I. Penggabungan perkara seperti itu, tidak memiliki dasar hukum{legal basis)
dalam Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok @ER Tahun

Tangerang.
iii.  Putusan untuk menggugurkan perkara™a Qu alah

peradilan yang sederhana, cepat, i ai dengan

spirit  PERMA No. 1 T%

konsideran/menimbang h d\ya :

disediakan dengan t %men

proses pemerik eta
banyak

merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung, sehingga pihak tergugat
(Indosat) menyampaikan hal tersebut kepada Mahkamah Agung.
c. Bahwa pada prinsipnya pihak tergugat (Indosat) tidak berkeberatan dengan

adanya penggabungan perkara tersebut, namun mohon dicatat di
persidangan bahwa pihak tergugat (Indosat) tidak menganggap proses
peradilan yang dilakukan di PN Tangerang sudah benar dan sesuai dengan
PERMA No. 1 Tahun 2002.
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Pada dasarnya kedua pihak tergugat ini memiliki pernyataan yang sama
yaitu sama-sama tidak mengakui pihak Lukman Arifin dari Law Office Arifin and
Associates sebagal kuasa hukum dari para penggugat sehingga tidak berhak untuk
mengajukan permohonan apapun berkenaan dengan perkara tersebut, selain itu

kedua pihak tergugat tidak membenarkan adanya penggabungan pemeriksaan

perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat d@ng (‘F

dasar hukum yang mengaturnya. \
4.2. Analisis Terhadap Permohonan Penggab&j}xym Perkara

Gugatan Class Action No. 480/PdtG12007/PN.T dengan Gugatan
Class Action No. 111/Pdt.G/2008/PN.J
Selanjutnya, atas dasar kesam

pihak tergugat serta adanya per

111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst agar dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tangerang
antaralain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang dalam Penetapan Pendahuluan telah
menyatakan bahwa gugatan No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG adalah gugatan
perwakilan kelompok (class action).

2. Bahwa terdapat persamaan pihak penggugat selaku wakil kelompok dalam
gugatan perwakilan kelompok No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG di Pengadilan
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Negeri Tangerang dengan gugatan perwakilan kelompok  No.
111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Bahwaterdapat pihak selaku tergugat dalam gugatan perwakilan kelompok No.
480/Pdt.G/2007/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang dengan gugatan
perwakilan kelompok No. 111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.

4. Bahwa terdapat persamaan materi (substansi) per&ara f la

perwakilan kelompok No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG dils

Tangerang dengan gugatan perwakilan kelom Nox 11 "G/2008/PN.
Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5. Bahwa gugatan perwakilan kelomp 0. 480/Pdtx5/2007/PN.TNG di
Pengadilan Negeri Tangerang ap gan gugatan perwakilan
kelompok No. 111/Pdt.G/2008/PN%di ilan i Jakarta Pusat,
oleh karenanya secara huku Qberal digabungkan
pemeriksaannya dilakukan di an/Negeri Tan 0.

oax
e Feegs
ggabungan Pemeriksaan Perkara yang

S selaku kuasa hukum wakil kelompok/ para

g
ng saan Perkara Gugatan Class
dengan Gugatan Class Action No.

Jakarta Pusat tersebut harus digabung pemeriksaan perkaranya. Adapun dasar dan
alasannya adalah sebagai berikut:
1. Terdapat Persamaan Pihak Penggugat Selaku Wakil Kelompok

Lukman Arifin, SH. dalam Surat Permohonan Penggabungan
Pemeriksaan Perkara mendalilkan bahwa para penggugat selaku wakil kelompok
dalam gugatan class action di Pengadilan Negeri Tangerang adalah sama persis
dengan penggugat selaku wakil kelompok dalam perkara gugatan class action di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni konsumen jasa layanan bergerak telepon
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seluler di Indonesia, dengan operator Telkomsel, Indosat, dan Excelcomindo yang
dibagi menjadi 9 (sembilan) kelompok, yaitu (1) kelompok konsumen pelanggan
kartu Simpati Telkomsel, (2) kelompok konsumen pelanggan Mentari Indosat, (3)
kelompok konsumen pelanggan kartu As Telkomsel, (4) kelompok konsumen
pelanggan IM3 Indosat, (5) kelompok konsumen pelanggan Halo Telkomsel, (6)
kelompok konsumen pelanggan Matrix Indosat, (7) kelompok. konsumen

pelanggan XL Jempol, (8) kelompok konsumen pdmgg%XL e”@
kelompok konsumen pelanggan XL Bebas.

Namun, menurut Penulis pada kenyataann ra menjadi
penggugat selaku wakil kelompok dalam perkara gugetan action yang
diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri gerang adalahtidak sama dengan
para penggugat selaku wakil kelompok dal kara gugatan, €lass action yang
diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jak Sat. Inb disebabkan
karena para penggugat selaku wakil p ada p

di Pengadilan Negeri Tanger om
layanan bergerak telepon

Excelcomindo yang b ilayahJangerang, sedangkan pada perkara
gugatan cl i il egerty Jakarta Pusat adalah  kelompok
konsumen pelanggan layana ) telepon seluler dengan operator

masing mewakili anggota kelompok yang berbeda

2. Terdapat Persamaan Pihak Tergugat

Para pihak yang didudukan selaku tergugat dalam gugatan class action No.
111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst dan gugatan class action No.
480/Pdt.G/2007/PN.TNG adalah sama, yaitu Temasek Holdings (Pte) Ltd.,
Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (STT), STT Communications Limited
(STTC), Asia Mobile Holdings Company Pte. Ltd (AMHC), Asia Mobile
Holdings Pte. Ltd (AMH), Indonesian Communication Limited (ICL), Indonesian
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Communication Pte Limited (ICPL), Singapore Telecommunications Ltd.
(Singtel), Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd (Singtel Mobile), PT. Indonesian
Satellite Corporation, Tbk (Indosat), PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT.
Telekomunikasi Indonesia, dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian
Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3. Persamaan Materi (Substans) Perkara \

Dasar gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakggta P pasal
1365 KUHPerdata jo. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 0
Konsumen pasal 45 ayat (1), pasal 46 ayat (1) huy
huruf h, sebagaimana dinyatakan dalam butir 8, buiti

ciungan

11. Sedangkan
kerugian para penggugat selaku konsu
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adal
(cross ownership) tergugat | melalui

tuntutan par
Pengadilan

erang ad
adilan Dilakuka\ie

an pasa 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun
Kehakiman. Ketentuan ini dimaksudkan untuk

adal ah pemeriksaan dan penyel esaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien
dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang
dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian
perkara hendaknya tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan
keadilan. Dalam kasus penggabungan pemeriksaan perkara gugatan class action
ini, yang belum ada dasar hukumnya pada hukum positif Indonesia, hakim dapat
mengacu pada sumber-sumber hukum lainnya, seperti yurisprudensi, kebiasaan-

kebiasaan yang ada di masyarakat, sertailmu pengetahuan karena hakim dianggap
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tahu hukumnya (ius curia novit). Namun, seharusnya hakim tidak menjadikan hal
tersebut untuk menjustifikasi segala penetapan maupun putusannya agar dibuat
sesederhana, dan secepat yang diinginkan para pihak yang bersengketa di
pengadilan. Penetapan maupun putusan hakim hendaknya juga memperhatikan

kepentingan dari para pencari kebenaran dan keadilan.

4.2.2. Pihak yang Mengaukan Permohonan Pengggpun
Perkara

Dalam Surat Permohonan Penggabungan a—didalilkan

bahwa Lukman Arifin, S.H. selaku kuasa hukum dari p enggugat selaku wakil

kelompok gugatan class action di Pengadil egeri Tanger

merupakan pihak
yang mengajukan penggabungan pemerik erk Namu akah Lukman
Arifin, SH ini  merupakan pihak @mmgaukm

5 %ells H@ ut Penulis perlu
eng Sukum

d an dirinya merupakan kuasa

ompok gugatan class action di

kan Surat Kuasa K husus tertanggal

H selaku penerima kuasa berkewajiban

s <(>penggugatlwakll kelompok class action di PN

kepentingan dan mengalami kerugian yang sama dengan kelompok yang
diwakilinya. Jadi wakil kelompok merupakan pihak yang juga mengaami
kerugian yang sama dengan anggota kelompok yang diwakilinya. Dari
penjelasannya tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya kuasa
hukum tidak sama dengan wakil kelompok. Oleh karena itu, kedudukan dan
kapasitas kuasa hukum dan wakil kelompok juga berbeda dalam hal beracara di
pengadilan.
2. Hubungan Hukum yang Dimiliki Para Pihak
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Gugatan harus digukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum,
sehingga apabila tidak ada kepentingan, maka tidak ada aksi (point d’interest,
point d action). Hubungan hukum menurut pasal 123 HIR dapat terjadi dengan
menggunakan Surat Kuasa Khusus, sehingga seseorang/pihak dapat mewakili
pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum. Dalam Surat Kuasa Khusus
dia wakili

tersebut kemudian dijelaskan mengenai hal-hal tertentu yang h
sebagai penerima kuasa, jangka waktu kuasa, dll. Pada kas<§ ini
S.H memiliki hubungan hukum sebagai kuasa hukum
gugatan class action di Pengadilan Negeri Tanger kar
Kuasa Khusus tertangga 18 Desember 2007 sebag

hubungan hukum. Namun, ia hanya dapat ukan tindaka maupun perbuatan

hukum selama perbuatan hukum tersebut ter Kuasa Khusus
tersebut.

4.2.3. Isi dari Permohonan P
Lukman Arifin, S.H

-- gabu an |k$an Perkara
(du ohorian agar ditetapkan oleh
arta j

atan Class Action yang Diperiksa

[ angerang dengan Perkara Gugatan
%@ian Diadili di Pengadilan Negeri Jakarta

pok gugatan class action di PN Tangerang belum
kedua perkara yang diadili dan diperiksa di 2 (dua)
Pengadilan Negeri yang berbeda ini untuk kemudian digabung pemeriksaan
perkaranya. Hal ini disebabkan karena sebelumnya harus dilihat apakah syarat-
syarat dari penggabungan perkara ini telah dipenuhi, seperti kompetensi absolut
dan relatif mengadili yang sama antara para pihak yang mengaukan
penggabungan perkara, dalam hal ini lembaga yang mengadili perkara yang
dimintakan penggabungan tersebut adalah 1 (satu) Pengadilan Negeri yang sama.
Selain itu, kedudukan status gugatan yang digukan ke Pengadilan Negeri juga
harus sama, dalam hal ini penggabungan gugatan perdata biasa digjukan dengan
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gugatan perdata biasa, pengguan gugatan class action dengan gugatan class
action, tidak boleh digabung antara keduanya disebabkan karena mekanisme
prosedur pengajuan kedua gugatan tersebut berbeda. Hal lainnya yang harus
diperhatikan adalah dasar hukum dari penggabungan pemeriksaan perkara
gugatan class action. PERMA No. 1 Tahun 2002 dalam hal ini belum mengatur

Gugatan Perwakilan Kelompok, maka hukum acara perdat

HIR/RBg dan Rv mengenai penggabungan p er
berlaku. Dalam pasal 279 Rv diatur mengena pen un perkara yang
bunyinya sebagal berikut:

Barang siapa mempunyai kepentingan su kara ang sedang
berjalan antara pihak-pihak lain d tut untuk okan diri atau

campur tangan.”*® S @
o
anla) mengenai  penggabungan

sendiri-sendiri, meainkan

sendiri untuk melawan kedua pihak yang sedang berperkara, maupun aksi hukum
oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan memasuki perkara perdata yang
sedang berlangsung dengan cara menggabungkan diri dengan pihak penggugat
ataupun tergugat. Sehingga dari penjelasan di atas, maka makna dari
penggabungan perkara dengan intervensi adalah berbeda. Penggabungan perkara
merupakan bersatunya 2 (dua) atau lebih gugatan yang berdiri sendiri-sendiri yang

3 | ndonesia (g), Op.Cit., psl. 279.
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dilatarbelakangi oleh dasar dan alasan-alasan tertentu, sedangkan intervens
adalah bergabungnya pihak yang berkepentingan dengan suatu perkara yang
sedang berjalan dengan cara menggabungkan dirinya menjadi pihak penggugat
ataupun penggugat, maupun menjadi pihak ketiga dalam perkara karena membela
kepentingannya sendiri dan bukan merupakan gugatan yang berdiri sendiri-

HIR/RBg dan Rv inipun belum tepat dijadikan sebag@

penggabungan pemeriksaan perkara. Sehingga dengan AR

Arifin, SH selaku kuasa hukum para
Pengadilan Negeri Tangerang ini dapat dilaku

idak.
2. Penggabungan Pemeriksaan P% Dil '@dm Negeri
Tangerang @ @
class action di Pen%an Negeri Tangerang

dal ﬁ;ermohonannya meminta

Pihak penggugat gu

yang diwakili oleh Lukm
kan di Pengadilan Negeri
action di Pengadilan Negeri
ik telah dinyatakan dalam Penetapan
atan perwakilan kelompok (class action).
Rya\ peraturan perundang-undangan yang berlaku

merupakan kewenangan dari Majelis Hakim untuk menetapkan dengan

memperhatikan kepastian hukum dan kepentingan dari para pencari keadilan.
4.3. Analisis Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Tentang Permohonan Penggabungan Pemeriksaan Perkara No.

111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst.

4.3.1. Isi Penetapan dan Pertimbangan Hukum Hakim
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Kemudian atas tindak lanjut dari permohonan yang disampaikan oleh
Lukman Arifin, SH selaku kuasa hukum dari para penggugat/ wakil kelompok
pelanggan kartu jasa layanan telepon seluler yang diperiksa di Pengadilan Negeri
Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan sebuah penetapan yang
berbunyi sebagai berikut:***

1. Menerima permohonan penggabungan gugatan perwaki kelompok/

disidangkan di Pengadilan Negeri Tan
3. Memerintahkan berkas perkar% dili

kan L@iilm Negeri
Tangerang. S @
Adapun pertimbangan majelis Hakim yang ah%eriksadan mengadili
) <é

perkaratersebut antaralain ©

1. Bahwa terdapat (persan SA0
berti iri maupuy akili anggota kelompok sebagai
konsumen jasa \ayanan tel s eluler di Indonesia pengguna kartu
mp ko RQogkge :
T ak

tergugatnya secara kesel uruhannya.

3. Tedapat persamaan materi (substansi) antara kedua gugatan perwakilan
kelompok tersebut, dengan dalil yang sama persis sehingga terjadi
pengulangan.

4. Bahwa terhadap permohonan duplikasi tersebut, pihak penggugat a quo
mengajukan tanggapan tertanggal 28 Juli 2008 yang pada pokoknya

% ihat Lampiran 11l (Penetapan Penggabungan Pemeriksaan Perkara No.
111/Pdt.G/2008/Pn.Jkt.Pst.
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memohon agar Mgelis Hakim menolak penggabungan perkara No.
111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst dengan perkara No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG
yang disidang di Pengadilan Negeri Tangerang dengan alasan terdapat
perbedaan wakil kelompok, tidak ada kesamaan pihak dan substansi

gugatan yang berbeda.
5. Bahwa ha yang terpenting melalui gugatan class action pr berperkara
lebih ekonomis dan biaya lebih efisien, hale ki< Nasakan

manfaatnya baik oleh penggugat maupun tergugat,
class action tergugat hanya satu kali meng
gugatan pihak-pihak yang dirugikan, oleh kar
untuk masyarakat luas lebih dik kan dalam ‘proses perkara class
action.

6. Bahwa Undang-undang Nomo Tahu

Konsumen dalam pasal 46 r g@atan
perwakilan ke

tetapi penerapan pro:

Majelis Hakim mencermati fakta hukum tersebut,
selanjutnya memperbandingkan antara perkara No.
111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst dengan perkara No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG
yang dimohonkan duplikasi, ternyata kedua perkara tersebut mempunyai
persamaan pihak-pihak baik penggugat maupun tergugat-tergugatnya, di
samping itu terdapat persamaan materi (substansi) baik dari segi dasar
hukum maupun persamaan jenis tuntutan, karena dalilnya sama persis dan
terjadi pengulangan.
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9. Bahwa oleh karena perkara No. 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst belum
memasuki pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan diterima tidaknya
status gugatan perwakilan kelompok, sedangkan perkara No.
480/Pdt.G/2007/PN.TNG yang disidangkan di Pengadilan Negeri
Tangerang telah diterima status gugatan perwakilan kelompoknya, maka

(duplikasi) tersebut pantas untuk dikabulkan. S
10. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim t
didasarkan atas terselenggaranya asas peradi
biaya murah di samping itu juga memperhatik aktis, efisiens
dan efektifitas serta melindungi . keadilan pi

jangan sampai dibebani penghukuman an membayar ganti rugi
lebih dari satu kali kepada ang kelo blla > gugatannya

tergugat-tergugat

3 |dak melihat penggugat adalah
pernyataan keluar (opt-out) dari
as perkara No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG

Majelis Hakim tidak sependapat karena perkara gugatan perwakilan
kelompok ini digukan dalam waktu yang berbede-beda, tidak serentak
bersama-sama. Dan telah ada gugatan yang status class actionnya telah
diterima maka gugatan yang didaftarkan belakangan menurut hemat
majelis harus bergabung dengan perkara tersebut.

14. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum
di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat hukum bahwa
permohonan penggabungan (duplikasi) gugatan perwakilan kelompok
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(class action) perkara No. 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst yang disidangkan di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat digabungkan dengan gugatan perwakilan
kelompok (class action) perkara No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG yang
disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang, adalah tidak bertentangan
dengan hukum, karena itu pantas untuk dikabulkan dan selanjutnya berkas
perkara a quo dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang.

<
4.3.2. Dasar Hukum Penggabungan Pemeriksaan Perk ajelis
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Berdasarkan penetapan atas permohonan p un pemeriksaan

perkara No. 111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst, /Mg elis Hakim pendapat hukum

bahwa permohonan penggabungan (duplik an p ilan kelompok

(class action) perkara No. 111/Pdt. 08/P istdangkan di

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat an d an perwakilan
/

kelompok (class action) perkar
di Pengadilan Negeri Tang

itu pantas untuk dikab

.G/I2007/ G yang disidangkan

pdak ah dengan hukum, karena
n d penggabungan pemeriksaan
eri Jakarta Pusat, yaitu:

hukum, sekingga hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat

dapat menjadi hukum positif dan berlaku sesuai dengan perkembangan
Mmasyarakat.

Menurut pertimbangan hakim pada Penetapan Penggabungan
Pemeriksaan Perkara disebutkan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara
Gugatan Perwakilan Kelompok tidak mengatur adanya duplikasi gugatan,
sehingga pel aksanaannya diserahkan kepada diskresi hakim dengan pertimbangan
hukum yang dapat diterima dengan secara logis, baik dari segi logika hukumnya

maupun kemanfaatannya.
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Diskress memang sepatutnya digunakan dalam menyelesaikan perkara
yang belum ada dasar hukumnya, seperti pada kasus penggabungan pemeriksaan
perkaraini. Namun, hakim sebagai pihak yang berwenang menetapkan seharusnya
memeriksa perkara ini lebih teliti dan jeli lagi, mengingat penggabungan
pemeriksaan perkara gugatan yang digukan bukanlah gugatan perdata biasa,

melainkan gugatan class action yang prosedur pengajuannya pun 'h tergolong
baru di Indonesia. Hakim sudah sepatutnya memeriksa Rermo
penggabungan pemeriksaan perkara class action ini bukan dari
substansi gugatannya sgja, tapi juga perlu memeriksa dari i al atau

prosedur beracara pengajuan gugatannya. Hal ini dis alam prosedur

beracara perkara gugatan class action dik mekanisme ti sertifikasi atau
pemberian status gugatan, dan notifikag atau b uan yang kesemuanya itu
tidak dikenal dalam prosedur beracara pengaju atan iasa. Oleh

d ‘; an men diksres dalam
.: endiény res tersebut juga

karena itu, walaupun haki

menetapkan suatu permohon

memperhatikan ketentuan-k ada i Rukum positif Indonesia,

dalam hal ini memper uan I prosedur acara gugatan class
action yang t RMA N 002.
2. Tetdapat P aan Pihaks dan Persamaan Materi (Substansi)
arl [

D i Hukum Mau samaan Jenis Tuntutan

jelis Hakim ,.‘\.

jenis tumtutan. Namun, persamaan pihak-pihak (tergugat dan
penggugat), dasar hukum maupun jenis tuntutan belumlah cukup dijadikan dasar
dari suatu penggabungan pemeriksaan perkara gugatan class action. Seperti telah
dijelaskan di atas bahwa mekanisme penggjuan gugatan class action berbeda
dengan pengagjuan gugatan perdata biasa. Dalam gugatan class action terdapat
mekanisme-mekanisme pendahuluan yang harus dilakukan sebelum gugatan
tersebut dinyatakan sebagal gugatan class action oleh Majelis Hakim (sertifikasi),
mekanisme pemberitahuan/notifikasi, mekanisme pendistribusian ganti kerugian,

dil. Selain itu, yang membedakan pengajuan gugatan secara class action dengan
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gugatan perdata biasa adalah perbedaan pihak yang berhak mengagukan gugatan
ke Pengadilan Negeri. Dalam class action dikenal adanya wakil kelompok, yakni
pihak yang dianggap jujur dan yang benar-benar mewakili kepentingan anggota
kelompok, yang terdiri dari sgjumlah besar orang yang diwakilinya, dan antara
wakil yang mau ke pengadilan dengan seluruh anggota kelompok yang

diwakilinya harus mempunya kesamaan kepentingan. Sedangk ihak yang
mengaj ukan gugatan dalam perkara perdata biasa merupaka@pi h erasa’
bahwa haknya dilanggar oleh pihak lain, sehingga kemudi ap ukan
gugatan ke Pengadilan Negeri. Pihak penggugat dal erk asa dapat
berbentuk orang-perorangan maupun Badan Hukum, kan\pihak penggugat

dalam perkara class action merupakan w kelompok y. hanya berbentuk
orang-perorangan yang mewakili sgjumlah b orang yang mengalami kerugian

yang sama.
Oleh karenaitu, dari p 'ela%%\pat dig@ ahwa dasar dan

alasan terdapat persamaan , /) baik pen maupun tergugat,
persamaan materi (substansi) bai id u %aupun persamaan jenis
» em a%ﬂjadi dasar hukum dalam

tuntutan belumlah c
%« gugatan class action seperti yang

menetapkan U iksa %

telah ditetapkan oleh Msgjelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam
Pen Pen un erkaraNo. 111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst.

Penggab
ladidl
Berbeda
Permasalahan yurisdiksi mengadili merupakan syarat formil keabsahan

eriksaan Perkara Gugatan Class Action yang
Diperiksa di dua (2) Pengadilan Negeri yang
mpetensi Relatif

gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau
pengadilan yang tidak berwenang dapat mengakibatkan gugatan salah alamat
sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang
digiukan tidak termasuk vyurisdiks absolut atau relatif pengadilan yang
bersangkutan.

Apabila terjadi suatu penggabungan pemeriksaan perkara yang diadili dan
diperiksa di 2 (dua) Pengadilan Negeri yang berbeda kompetensi relatifnya, maka
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hal tersebut merupakan salah satu bentuk sengketa kewenangan mengadili, yang
diatur oleh pasa 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Mahkamah Agung yang berbunyi:**

Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa

tentang kewenangan mengadili:

a. antara Pengadilan lingkungan Peradilan yang satu dengan
lingkungan Peradilan yang lain;

b. antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukw%
Banding yang berkaitan dari lingkungan Peradilan yang

c. antara dua Pengadilan Tingkat Banding di lin gan
atau antara Lingkungan Peradilan yang berlain

Pasal 33 ayat (1) UU No. 5T Zm%enga ¥l atau patokan
kapan terjadi sengketa kewenang adili ar atau relatif.
Sehubungan dengan itu, sebag merientuk | patokan sengketa
kewenangan mengadili, dapat ;’. p%;r%gn

3 yang dikemukakan
yaitu:
a. Apabila pad 2 erapa pengadilan menerima

gug ap ihaknya, dan objeknya sama, serta

[
sengketa yang terjadi, kewenangan mengadili secara absolut. Sebaliknya,
kalau yang menerima gugatan terdiri dari beberapa PN jika dalam satu

lingkungan peradilan, maka yang terjadi sengketa kewenangan mengadili

secararelatif;

% Indonesia (h), Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, LN
No. 4359 Tahun 2004, TLN No. 4358.

26 Mahkamah Agung RI, Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting, (Jakarta: MA
RI, 1992), him. 15.
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Daam pasal 33 ayat (1) ditegaskan bahwa yang berwenang memutus
sengketa kewenangan mengadili yang terjadi di lingkungan peradilan adalah MA.
Daam hal ini, MA berkedudukan dan berfungsi sebagai peradilan tingkat pertama
dan terakhir, dengan demikian putusan yang dijatuhkan MA bersifat final dan
mengikat, balk kepada para pihak yang berperkara meupun kepada badan

‘ yang memeriksa perkara tersebut.

(2) Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan tersebut dalam buku daftar
sengketa tentang kewenangan mengadili perkara perdata dan atas perintah
Ketua Mahkamah Agung mengirimkan salinannya kepada pihak lawan yang
berperkara dengan pemberitahuan bahwa ia dalam tenggang waktu 30 (tiga
puluh) setelah menerima salinan permohonan tersebut berhak mengajukan
jawaban tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasan-
alasannya.

(3) Setelah permohonan diterima maka pemeriksaan perkara oleh Pengadilan
yang memeriksanya ditunda sampa sengketa tersebut diputus oleh
Mahkamah Agung.

T |ndonesia (h), Op.Cit., psl. 57 dan 58.
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(4) Putusan Mahkamah Agung disampaikan kepada:
a. Para pihak melaui Ketua Pengadilan
b. Ketua Pengadilan yang bersangkutan

Sehingga terhadap penggabungan perkara gugatan yang diperiksa dan
diadili di 2 (dua) pengadilan negeri yang berbeda kompetens relatifnya, maka hal

tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Hal ini diseb karena
Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang berwéhang (n utus
sengketa kewenangan mengadili antara 2 (dua) Pengadi i gadili
perkara dengan pihak, objek dan dasar gugat u kemudian

diminta dilakukan penggabungan dalam pemesiksaan perkatanya

Oleh karena itu, ketentuan mengen ungan pemeriksaan perkara
gugatan class action yang diperiksad Negeri yang
kompetensi relatifnya berbeda seperti Jasa layanan

bergerak seluler (Class Action Te
putusan dari Mahkamah Agu
Undang-undang No. 5 Tah

tidak dapat% sebelum adanya

g digari aQ eh pasal 33 ayat (1)
gung. Hal ini disebabkan
karena ketentuan m abungai nertksaan perkara yang diperiksa
dan diadili Ja degeli \yang kompetens relatifnya berbeda
merupakan fosengketa mengadili, sehingga diperlukan

diterima atau N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh Mgelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, hal ini disebabkan karena bukan wewenang Majelis Hakim

dari Pengadilan Negeri untuk memutus penggabungan pemeriksaan perkara yang

berbeda kewenangan mengadilinya (sengketa mengadili).

Universitas Indonesia

Penggabungan pemeriksaan..., Farah Primadini, FH Ul, 2009



106

4.3.2.2. Penggabungan Perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class
Action) yang Belum Mendapat Sertifikasi/Status Gugatan
Perwakilan Kelompok dengan Perkara yang Sudah Mendapat
Sertifikasi/Status Gugatan Perwakilan K elompok
PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan

persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimban ‘
perwakilan kelompok. Proses sertifikasi/status gu m F
penting dan mendasar pada pengajuan perkara secara cl ctio

syarat untuk mengajukan proses sertifikasi

a. Wakil kelompok yang mengajukan, diri
kelompok.

Apabila gugatan jukan ti uhi syarat-syarat sertifikasi
tersebut, m '

a class action dan hakim akan
atan secara class action. Dalam hal
sertifikasi tidak dipenuhi, maka hakim

menolak pefmohonan

tetap tidak memenuhi syarat-syarat sertifikasi, gugatan tidak dapat diajukan secara
class action. %®

Pada salah satu pertimbangan hakim dalam Penetapan Penggabungan
Pemeriksaan Perkara No. 111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst didailkan bahwa oleh
karena perkara No. 111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst belum memasuki pemeriksaan
pendahuluan untuk menentukan diterima atau tidaknya status gugatan perwakilan
kelompok, sedangkan perkara No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG yang disidangkan di

#8 E. Sundari, Op.Cit., him. 75.
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Pengadilan Negeri Tangerang telah diterima status gugatan perwakilan
kelompoknya, maka Maeis Hakim berpendapat bahwa permohonan
penggabungan perkara (duplikasi) tersebut pantas untuk dikabulkan.

Ketentuan dan pengaturan mengenai penggabungan pemeriksaan perkara
gugatan class action yang belum mendapat sertifikasi/status gugatan class action
ifikasi/status

dengan perkara gugatan class action yang sudah mendapat

PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Per
proses sertifikasi, dengan tujuan untuk mefgetahui apak
memenuhi syarat-syarat untuk diajukan secar tion. Setiap gugatan class
action yang sudah memperoleh sertifik atus g me m&. ugatan class

IGN
%;

action yang sah, diakui, dan dap. i penga edangkan gugatan
class action yang belum mend ikasi/status g @ merupakan gugatan
class action yang belum diaku & um dapat beracara di

pengadilan. Oleh kare un a gugatan class action yang
sudah mend ik tan dengan perkara gugatan class action

yang belum\mendapat

2002 tentarig Acara Gug &kilan Kelompok.
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Penutup

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, Penuh menarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut:

<
a. Setifikasi merupakan mekanisme khusus yan d&i}‘ am pengajuan
gugatan perdata biasa. Proses sertifikasi digukan dimchonkan oleh para

penggugat selaku wakil kelompok

ermohonan untuk mengajukan

gugatan secara class action ke pe

bahwa prosedur gugata ggugat merupakan sah

sebagal gugatan cl melalui sebuah penetapan
pengadilan. Apali ! 9 kKan\gugatan class action yang digjukan sah,

maka

ditakukannya sertifikasi adalah untuk mengetahui apakah suatu perkara telah
memenuhi syarat-syarat untuk digjukan secara class action. Jika sertifikasi belum
didapatkan dalam suatu penggjuan gugatan class action, maka gugatan class
action tersebut tidak dapat beracara di pengadilan, karena gugatan tersebut bukan
merupakan gugatan class action yang sah dan diakui oleh hakim karena dianggap

belum memenuhi persyaratan dari class action.

Oleh karena itu, proses sertifikasi/status gugatan adalah hal sangat penting

dan mendasar pada pengajuan perkara secara class action. Sehingga apabila ada

108 Universitas Indonesia

Penggabungan pemeriksaan..., Farah Primadini, FH Ul, 2009



109

penggabungan perkara gugatan class action yang sudah mendapat
sertifikasi/status gugatan sebagai gugatan class action dengan perkara gugatan
class action yang belum mendapat sertifikasi/status gugatan class actionnya,
seperti yang terjadi pada kasus penggabungan pemeriksaan perkara gugatan class
action No. 111/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST yang diperiksa dan diadili di Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dengan gugatan class action No. 480/Pdt./2007/PN.TNG

yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri T@nger
Tangerang,

Telkomsel), maka kedua perkara tersebut tidak dapat digj
untuk digabung pemeriksaan perkaranya kep g%
su terlebih dahulu

dengan adasan bahwa gugatan class action ter

diperiksa dan diadili di PN Tangerang telah mend sertifikas atau status
gugatannya, sedangkan pada PN Jakarta “Pusat,\gugatan action tersebut
atan

belum mendapat sertifikas atau statu

Action

ditnohonkan

b. Ketentuan mengena peng saan \per gugatan class action

lan, Negeri yang kompetens
'@wmm jasa layanan bergerak
asal 33 ayat (1), pasal 56 dan pasd
ang Mahkamah Agung, hanya dapat

IS

ahkamah Agung. Penggabungan perkara

relatifnya\meupakan kewenangan Mahkamah Agung. Ha ini

kemudian diminta dilakukan penggabungan dalam pemeriksaan perkaranya. Oleh
karena itu, penggabungan pemeriksaan perkara yang terjadi di 2 (dua) Pengadilan
Negeri yang berbeda relatifnya seperti yang terjadi pada kasus Class Action
Telkomsel dimana penggabungan perkaranya diperiksa dan diadili di 2 (dua)
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Pengadilan Negeri yang berbeda kompetensi relatifnya, yaitu di Pengadilan
Negeri Tangerang dan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, merupakan suatu
sengketa kewenangan mengadili, sehingga pemeriksaan atas penggabungan
perkara tersebut harus ditunda sampai perkara atas sengketa mengadili diputus
terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung.

5.2. Saran

<
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah Penulis urai

Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut;

a. Belum begitu dikenalnya prosedur cl ction di onesia adalah karena
prosedur tersebut masih tergolong baru™di esia. Dengan adanya manfaat-
manfaat atau kelebihan-kelebihan fresedur tass atutnya untuk

pengajuan gugatan yang melibatk jvnlah besar oraiagyprasedur tersebut [ebih
banyak dipilih dibandingk %o%jur kéovensional yang berlaku di
r

rinci dan operasiona tentang
selanjutnya. Ketidakjelasan mengenai

s dilaui tersebut dapat menimbulkan

gugatan secara class action yang dapat mengakomodir kepentingan para pencari
keadilan daam perkara yang melibatkan orang banyak, sebagai pengganti
dan/atau pelengkap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu
PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Universitas Indonesia

Penggabungan pemeriksaan..., Farah Primadini, FH Ul, 2009



111

c. Penerapan gugatan secara class action di Indonesia sangat tergantung dari
keberanian hakim untuk mengembangkan apa yang sudah diatur dalam PERMA
No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dengan cara
melakukan penemuan hukum. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, walaupun PERMA Tahun 2002
tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok belum daegt m omedir semua

permasalahan dalam pengajuan gugatan secara class actj im dapat
melakukan penemuan hukun dengan cara terjun<ke ah arakat guna
mengenal, merasakan, dan menyelami perasaan hu d keadilan yang

hidup dalam masyarakat.
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